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 Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis yang bertandatangan di 
bawah ini, menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap  
Adat Peminangan dalam Perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo 
Una-una” adalah benar-benar karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti 
bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat secara keseluruhan atau sebagian, 
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mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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 Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini ialah Pedoman Transliterasi 
berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. 
1. Konsonan  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ﺍ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ﺐ ba b be 
ﺖ ta t te 
ﺚ ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ﺝ jim j je 
ﺡ ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
ﺥ kha kh ka dan ha 
ﺪ dal d de 
ﺬ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ﺮ ra r er 




ﺲ sin s es 
ﺶ syin sy es dan ye 
ﺺ ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ﺾ ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ﻄ ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ﻈ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ﻉ „ain „ apostrof terbalik 
ﻍ gain g ge 
ﻒ fa f ef 
ﻖ qaf q qi 
ﻚ kaf k ka 
ﻞ lam l el 
ﻢ mim m em 
ﻦ nun n en 
ﻮ wau w we 
ﻫ ha h ha 
ﺀ hamzah , apostrof 





a. Vokal Tunggal 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ʹ fathah a a 
ˏ kasrah i i 
ʼ ḍammah u u 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Nama Huruf dan Tanda Nama 
 fathah dan ya ai a dan i 
 Fathah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ﻒﻴﻚ : akiak    
ﻞﻮﻤ  : akuak    
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 fathah an 
alif atau ya 
ā a dan garis di atas 
 kasrah dan ya ī i dan garis di atas 






ﺖﺎﻤ : māta 
ﻰﻤﺮ : ramā 
ﻞﻴﻘ  : qīla 
ﺖﻮﻤﻴ : yamūtu 
4. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].  
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah 
itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ﺔﻀﻮﺮ ﻞﺎﻔﻄﻷﺍ  : raudah al-atfāƖ  
ﻯﺪﻤﻠﺍ ﺔﻨ ﺔﻟﻀﺎﻔﻠﺍ  : al-madῑnah al-fādilah  
ﺔﻤﻜﺤﻠﺍ : al-ḥikmah  
5. Syaddah (Tasydῑd) 
 hakaakS atau tasydῑd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydῑd ( ﱢ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 




 Contoh : 
  ﺎﻨﱢﺒﺮ : rabbanā 
  ﺎﻨﻴﱢﺠﻦ : najjaῑnā 
  ﱢﻕﺤﻠﺍ : al-haqq 
  ﱢﺝﺤﻠﺍ : al-ḥajj 
  ﻢﱢﻌﻦ : nu”ima 
  ﱢﻮﺪﻋ : ‘aduwwun 
 Jika huruf ﻯ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ﱢﻰ‒ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
 Contoh : 
  ﱢﻰﻠﻋ : „Alῑ (bukan „Aliyy atau „Aly) 
  ﱢﻰﺒﺮﻋ : „Arabῑ (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻞﺍ (alif 
lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 






 ﺱﻤﱢﺸﻠﺍ : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ﺔﻠﺰﻠﱢﺰﻠﺍ : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ﺔﻔﺴﻠﻔﻠﺍ : al-falsafah 
 ﺪﻼﺒﻠﺍ : al-bilādu 
7. Hamzah 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
 Contohnya : 
 ﻦﻮﺮﻤﺄﺘ : ta’murūna 
 ﺀﻮﻨﻠﺍ : al-nau’ 
 ﺀﻲﺵ : syai’un 
 ﺖﺮﻤﺃ : umirtu 
8.  Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 




umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditrasliterasi secara utuh. 
 Contoh : 
 FīZilāl al- Qur‟ān 
 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
 Al-„Ibārāt bi „umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
 Contoh : 
 ﻯﺪ-ﷲﻦ  : dīnullāh 
 ﷲ ﺎﺒ : billāh 
 Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 Contoh : 
 ﺡﺮﻰﻔ ﻢﻫ؎ﷲ ﺔ  : hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 




tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). 
 Contoh : 
 Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 
 Naṣīr al-Dīn al- Tūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 
sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya : 
Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 







Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt.    = subḥānahū wa ta‟ālā 
saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.    = „alaihi al-salām 
H    = Hijrah 
M    = Masehi 
SM    = Sebelum Masehi 
l.    = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.    = Wafat tahun 






















Nama  : Endang Jaelani 
NIM   : 80100208133 
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT 
PEMINANGAN DALAM PERKAWINAN  
  DI KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN 
  TOJO UNA-UNA 
 
  Tesis ini membahas masalah tinjauan hukum Islam terhadap adat peminangan 
di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. Tujuan penelitian ini untuk 
mendapatkan deskripsi tentang adat peminangan yang terjadi pada masyarakat 
Kecamatan Ampana Kota. Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah 
pelaksanaan adat peminangan dan tinjauan hukum Islam terhadap proses 
peminangan. 
  Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode  
pelaksanaan penelitian mengambil bentuk studi kasus yaitu membandingkan dua 
obyek dengan menunjukan persesuaian dan perbedaan. Sedangkan pengumpulan data 
dalam bentuk observasi, wawancara, dokumentasi dengan melakukan analisis data. 
Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, pendekatan 
yuridis dan pendekatan sosiologis kultural. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa peminangan pada 
masyarakat kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una dilaksanakan 
berdasarkan adat masing-masing suku, jika terjadi pernikahan beda suku, maka 
prosesnya dibicarakan antar suku tersebut. Pelaksanaan adat peminangan dalam 
perkawinan di Kecamatan Ampana Kota menunjukkan berjalan secara baik dan 
benar, baik terhadap suku Taa, suku Gorontalo maupun suku Bugis. Bila terjadi 
peminangan beda suku selalu dilakukan musyawarah untuk menghasilkan 
kesepakatan, dan hasil kesepakatan itulah yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan 
peminangan secara umum masyarakat di kecamatan Ampana Kota masih meyakini 
dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku. Hal itu karena adat peminangan di 
wilayah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam bahkan antara 
tata cara adat dan hukum Islam dipadukan dalam pelaksanaannya.   
 Implikasi dari Penelitian diharapkan menjadi rujukan masyarakat Kecamatan 
Ampana Kota dalam rangka pelaksanaan peminangan berdasarkan adat, sepanjang 










A. Latar Belakang Masalah  
Setiap manusia dalam kehidupannya di dunia, sangat membutuhkan beberapa 
perangkat aturan yang mengikat hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan 
manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. 
Seperangkat aturan ini mempunyai tujuan untuk membentuk kehidupan manusia yang 
mempunyai etika, dan  norma susila yang semua itu terangkum sebagai tata susila 
manusia dalam bentuk hukum, baik yang bersifat aturan yang berasal dari ketentuan 
Allah swt. dan ketentuan yang berasal dari budaya manusia. 
Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam 
sebagai sebuah agama. Amiur Nuruddin mengutip dari kitab  al-Islam Aqidah wa al-
Syari
’
ah  karangan Mahmud Syaltut menjelaskan :  Tidak mungkin mempelajari 
Islam tanpa mempelajari hukum Islam.
1
  
Hal ini menunjukan bahwa hukum Islam sebagai sebuah pranata agama memiliki 
kedudukan yang sangat signifikan. 
Mahmud Syaltut, dalam bukunya Al-Islam Aqidah Wa Al-Syari
’
ah mendefinisikan 
hukum Islam sebagai berikut:  
                                                          
1
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. I/1974 Sampai KHI, (Cet. II; Jakarta: Prenada 





Peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam 
berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, 
dan dengan kehidupan.
2
    
 
 
Pengertian tersebut, jika disinkronkan dengan pengertian ushul fikhi, maka 
dapat dikemukakan bahwa pengertian hukum Islam adalah:  “Khitab Allah yang 
bersangkutan dengan perbuatan mukallaf  berupa tuntutan atau suruhan memilih, atau 
berupa ketetapan”.3     
Menurut Joseph Schacht sebagaimana dikutip oleh Akhmad Minhaji, hukum 
Islam bukan seperangkat norma yang diwahyukan, tetapi merupakan sebuah 
fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial. Dalam hal ini 
Schacht menunjukan bahwa sebagian besar hukum Islam termasuk sumber-
sumbernya, merupakan akibat dari sebuah perkembangan historis.
4 
Termasuk dalam hal ini adalah Cornelis Van Vollenhoven dan Cristian 
Snouck Hurgronje dengan teori receptie-nya. Menurut Cristian Snouck Hurgronje, 
hukum yang  berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. 
Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum 




                                                          
2
Mahmud Syaltut, al-Islām aqīdah wa al-syarī’ah, (Cet.; Beirut: Dar al-Fikr, Tth), h. 237. 
 
3
Abdul Wahab Kallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh, (Cet. VII; Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 144. 
  
4
Akhmad Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht, 
diterjemahkan oleh Ali Mansur, (t.cet.; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 16.   
 
5
Lihat, Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo 





Karena itu hukum Islam tidak perlu dikodifikasikan karena selain dari 
pengkodifikasian hukum itu merupakan suatu yang bid
’
ah (pembaruan agama Islam, 
tanpa berpedoman pada Alquran dan Hadis), juga akan menghambat berlakunya 
hukum Adat.
6 
Selain itu, dalam pandangan Barat tentang konsep hukum, haruslah 
dipisahkan dari campur tangan agama dan moral.
7
      
Pernyataan-pernyataan tersebut, oleh Muhammad Tahir Azhari menjawab 
dengan mengemukakan “Teori Lingkaran Kosentris.”8 Demikian halnya Muhammad 
Daud Ali, mengemukakan bahwa terdapat tiga kesalahpahaman terhadap Islam dan 
hukum Islam: (1) salah memahami ruang lingkup ajaran Islam; (2) salah 




 Hukum Islam adalah terjemahan dari al-fiqh al-islamy atau al-syari’ah al-
islamiyah, dan penekanannya lebih besar adalah al-fiqh al-islamy, sehingga Hasbi 
                                                          
6
Muhammad Daud Ali, hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, 
(Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 14.  
 
7
Lihat, Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya 
Dilihat dari segi Hukum Islam, Imlementasi pada Periode Negara Madinah dan Kini, (Cet. I; Jakarta: 
Bulan Bintang, 2003), h. 49.  
  
8
Teori Lingkaran Kosentris memperlihatkan agama, hukum dan Negara merupakan suatu 
kesatuan dan berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Apabila disatukan akan membentuk lingkaran 
kosentris, Agama sebagai komponen pertama dan berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena 
ia merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran 
berikutnya. Dalam hal ini pengaruh agama terhadap hukum sangat besar sekali. Negara sebagai 
komponen ketiga berada pada lingkaran terakhir . Posisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam 
lingkaran kosentris ini, Negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu agama dan hukum. 
Lihat, Ibid., h. 67-68. 
  
9





Ash-Shiddieqy, mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut:” Koleksi daya upaya 
para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat”.10 
Menurut Muhammad Thahir sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, bahwa 
hukum Islam memiliki tiga pengertian yaitu : 
a. Hukum Islam dalam arti yang tidak dapat berubah sepanjang masa. 
b. Hukum Islam dalam pengertian sumber hukum, baik yang tidak berubah 
sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan. 
c. Hukum Islam dalam pengertian hukum-hukum yang terjadi berdasarkan 
istinbath dari Alquran dan sunah, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan 
dilaksanakan oleh ahli hukum melalui metode kias dan metode ijtihad 
lainnya.
11
    
Ketiga pengertian hukum Islam dimaksud, mempunyai tiga bentuk penerapan 
hukumnya dalam kehidupan masyarakat muslim yaitu: 
1. Ada hukum Islam yang dapat dilaksanakan atau diterapkan melalui perseorangan 
seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. 
2. Ada hukum Islam yang dapat diterapkan secara bersama-sama, misalnya: 
perkawinan, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab 
sosial, kepemimpinan dan pemerintahan. 
                                                          
10
T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam , (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 
1974), h. 9. 
  
11
Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam kajian Syari
’
ah dan Fiqh di Indonesia, (Cet. I; 





3. Ada hukum Islam yang hanya mampu dilaksanakan atau diterapkan atas bantuan 
alat negara, sebagai contoh hukuman rajam bagi pezina janda atau duda.
12  
Karena adanya persamaan makna antara hukum Islam dan syariah, maka 
penulis mengemukakan beberapa ayat dalam Alquran yang menyebutkan kata 
syariah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Asy-Syūrā/42 : 21.  
                         
             ﴿۱۲﴾ 
Terjemahnya : 
“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang 
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? sekiranya tak 
ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka Telah 
dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh 
azab yang amat pedih”.13 
 
Ayat itu, menunjukan dimensi hukum Islam adalah bentuk kepasrahan kepada 
Allah swt, agar setiap manusia tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan 
larangannya.   
Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 48.  
                                    
          ...﴿٨٤﴾ 
                                                          
12
Ibid., h. 168.   
 
13
Departemen Agama RI Al-Qur
’





Terjemahnya :   
 
  “Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, 
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian
14
 terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka 
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan...”15 
 
Selanjutnya Allah swt, berfirman dalam Q.S. Al-Jāṡiyah/45: 18.  
                          ﴿۲٤﴾ 
Terjemahnya : 
”Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.”16 
 
Kedua tersebut, lebih ditekankan pada pengertian hukum Islam menurut 
bahasa, yakni  suatu aturan yang telah ditetapkan menurut aturan nas untuk mengatur 
kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. 
Hukum Islam, ajarannya pun universal (menyeluruh) mulai dari konsep 
ajarannya yang berkaitan dengan ibadah gairu mahdah, khususnya yang berkaitan 
dengan dimensi sosial kemasyarakatan. Sekaligus Islam merupakan Agama rahmatan 
lil alamin sesuai dengan perkembangan dan kondisi zaman sampai kapanpun, 
memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pemeluknya.  
Hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi (Alquran) dan hadis Rasulallah 
(asunah) disebut Hukum Syariat Islam, sebagai hukum pokok syariat Islam 
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Maksudnya: Alquran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang 
diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya.  
 
15
Departemen Agama RI op. cit., h.  154. 
 
16





benar-benar memperhatikan kemaslahatan manusia atau kepentingan umum 
sehingga pertumbuhan dan perkembangan hukum Syariat Islam di sebut 
hukum fikh Islam.
17
   
Ahmad Zaky Yamani sebagaimana dikutip Mustafa Zahri menjelaskan : Ada 
lima macam yang membawa perubahan-perubahan Hukum Syariat Islam :   
1. Pengaruh lingkungan 
2. Pengaruh kepentingan umum 
3. Pengaruh adat 
4. Pengaruh Ilat / sebab / hikmah 
5. Pengaruh situasi / keadaan.18 
Dengan adanya lima pengaruh tersebut, sehingga syariat Islam mengalami 
perubahan, namun ada segi-segi hukum keagamaan yang tetap tidak bisa berubah dan 
wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslimin dan tak seorang pun berhak 
mengubahnya.   
Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh 
masyarakat. Ajarannya universal mulai dari konsep ajaran yang berkaitan dengan 
kepercayaan sampai pada konsep sosial kemasyarakatan. Persoalan sosial merupakan 
segmen yang cukup esensial untuk senantiasa dijaga dan dikembangkan agar 
kerukunan dan persaudaraan sesama masyarakat tetap terpelihara.   
                                                          
17
Soekanto, Meninjau Hukum Adat di Indonesia, (Cet. III ; Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 1996),h. 32. 
 
18Mustafa Zahri “Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaaan Hukum Islam”, (TC ; Jakarta : 





Hukum adalah hasil dari persekutuan-persekutuan hukum antara masyarakat 
desa dengan masyarakat desa untuk dijadikan peraturan yang mengatur kehidupan 
masyarakat.
19
 Soekanto  menyatakan Masyarakat di Indonesia dulu hingga sekarang 
terdapat tiga macam persekutuan-persekutuan hukum adalah:  
1. Persekutuan-persekutuan hukum dimana warganya mempunyai hubungan erat 
atas keturunan, yang disebut persekutuan geneologi 
2. Persekutuan-persekutuan hukum yang mana warganya terikat oleh suatu daerah 
wilayah, yang disebut persekutuan territorial 
3. Persekutuan-persekutuan hukum dimana faktor geneologi dan teritorial (wilayah) 
mempunyai tempat yang berarti, yang disebut persekutuan geneologi-teritorial.
20
          
 
Persekutuan-persekutuan hukum masyarakat desa dengan masyarakat desa 
lainnya, masing-masing mempunyai pemerintahan dan wilayah tersendiri, tinggal 
sebagai tetangga berdampingan mengadakan hukum bersama atau memelihara 
hubungan yang sudah berlangsung. 
Pengertian peminangan dijelaskan dalam pasal I item (a) KHI:
21
 
“Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara 
seorang pria dengan seorang wanita.
  
Dalil tentang proses peminangan dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah/ 2 : 235.
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21Republik Indonesia , “Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 
dalam
 
H. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Cet. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 





                           
                       
                           
              ﴿۱۳۲﴾ 
Terjemahnya :  
 
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
22
 dengan      
sindiran
23
 atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 
hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam 
pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara 
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf 
dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah
24
 sebelum 
habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 




Menurut tata cara syariat Islam seorang laki-laki yang meminang kepada 
calon istrinya itu boleh melihat pada muka dan dua telapak tangannya hingga 
pergelangan. Begitu juga sebaliknya perempuan yang dipinang itu boleh melihat pada 
muka dan dua telapak tangan yang meminangnya. Hal ini diterangkan dalam hadis 
Nabi saw.:  
                                                          
22
Suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah. 
  
23
Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah Karena 
meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh 
dipinang walaupun dengan sindiran.   
 
24
Perkataan sindiran yang baik.    
 
25





 ﻞ ﺎﻘ ﺮﺒ ﺎﺠ ﻦﻋﻮ ׃ ﻢﻠﺴﻮ ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺼ ﷲ ﻞ ﻮﺴﺮ ﻞ ﺎﻘ ﺓ ﺃﺮﻤﻠﺍ ﻢﻜ ﺪﺤﺃ ﺐﻂﺨ ﺍﺬ ﺇ٬ ﻦ ﺈﻔ  ﻉﺎﻂﺘﺴﺍ
  ﻞﻌﻔﻴﻠﻔ ﺎﻬﺤﺎﻜﻨ ﻰﻠﺇ  ﻩﻮﻋ ﺪﻴ ﺎﻤ ﻰﻠﺇ ﺎﻬﻨﻤ ﺮﻈﻨﻴ ﻦ ﺃ٫ ﻩﺍﻮﺮ ﺪﻮﺍﺪ ﻮﺒ ﺃﻮ ﺪﻤﺤﺃ٬26  
Artinya: 
Dan dari jabir berkata: Rasulallah saw bersabda : “Apabila seorang kamu 
meminang seorang wanita maka, jika mampu   lihatlah (bagian tubuh) 
darinya yang sekiranya dapat menarikmu untuk mengawininya maka 
lakukanlah “. (H.R. Ahmad dan Abu Daud).27   
 
Dari Hadis itu dinyatakan bahwa peminangan merupakan proses agar 
mencapai keinginan untuk kawin atau memperistri wanita dan meneliti tentang 
keadaan wanita tersebut yang tidak mengakibatkan pelanggaran hukum walaupun 
ternyata proses itu dibatalkan ataupun diterima.  
 Peminangan dalam bahasa Taa artinya Kapongo. Sebelum melakukan 
peminangan keluarga pihak laki-laki membuat suatu perencanaan (mencari jodoh) 
lewat jalur muhadat (terbatas, tidak luas)
28
 yang ada di jalur Tanah Rato (daratan 
Ampana dari Malotong- Masapi) wilayah dahulu.
29
Setelah ada kesepakatan melalui 
jalur muhadat (terbatas, tidak luas) tersebut siapa yang akan dipilih, maka pihak laki-
                                                          
26
Abu al-Husen Muslim bin al Hajjaz bin Muslim al Qusairi al Naisaburi, Soheh Muslim, 
(Beirut: Dar-al Jail, t.th. Juz 4. H. 139.    
 
27
Ibnu Hajar al-Asqalāni, Bulugū al-Marām min adillati al-ahkām, (Semarang: Karya Toha 
Putra), h. 202.     
 
28
Departemen pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi, (Cet. I; 




Denan T. Lasima, Tokoh Adat Suku Taa Kecamatan Ampana Kota, “wawancara”, Ampana 
tanggal 7 Nopember 2010.    





laki datang dengan membawa tonsi-tonsi (satu baki) sebelum peminangan, yaitu 
untuk membuka jalan merencanakan peminangan. 
Adapun isi dari tonsi-tonsi tersebut yaitu sarung batik dan gunanya adalah 
kenang-kenangan untuk perjumpaan awal keluarga. Setelah ada kesepakatan 
kemudian direncanakan cara peminangan, mempersiapkan alat-alat peminangan dan 
waktu pelaksanaan peminangan.
30
   
Berbeda dengan peminangan ala Gorontalo, pada saat peminangan harus hadir 
Camat, Lurah atau Kepala Desa, dalam arti dialah yang punya wilayah. Jadi harus 
selalu minta izin atau memohon restu kepada mereka, kalau di antara mereka tidak 
ada maka peminangan batal dan bisa dilanjutkan apabila mereka ada di tempat.
31
 
Peminangan dalam bahasa Bugis Madutta artinya utusan atau kurir untuk 
meminang secara resmi. Dahulu kala dilakukan beberapa kali, sampai ada kata 





Mammanu-manu bermakna seperti burung yang terbang kesana kemari, untuk 
menyelidiki apakah ada gadis yang berkenan di hati. Langkah pendahuluan ini 





Masri Humoyon, Tokoh adat suku Gorontalo Kecamatan Ampana Kota, “wawancara” 
Ampana tanggal 3 Nopember 2010. 
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http://telukbone.blogspot.com/2009/11, Jenis-jenis Perkawinan dalam Masyarakat Bugis 





biasanya ditugaskan kepada seseorang perempuan paruh baya, yang akan mencari 
tahu seluk beluknya, namun biasanya proses ini sangat tersamar.  
b. Mappettu Ada 
Mappettu ada (kesepakatan) yang biasanya juga ditindak lanjuti dengan 
(mappasierekeng) atau menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah 
dibicarakan bersama pada proses sebelumnya. Hal ini sudah merupakan lamaran 
resmi dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan kenalan.
33
 
Adat peminangan dan pernikahan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten 
Tojo Una-una adalah suatu hal yang  sangat kuat dan penting bagi calon pengantin 
dalam rangka membentuk suatu rumah tangga dan keluarga yang sakinah, dan penuh 
kasih sayang, sejahtera dan bahagia.  
Agar lebih terarah permasalahan yang akan diangkat  dalam penelitian 
berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap adat peminangan dalam perkawinan 
di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una- una (suku Taa, Gorontalo, dan 
Bugis)  sebagai karya tulis ilmiah.   
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka masalah pokok dalam 
penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Adat peminangan 
dalam perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una- una ? Masalah 
pokok tersebut dirumuskan dalam beberapa sub masalah yaitu : 







1. Bagaimana pelaksanaan adat peminangan di Kecamatan Ampana Kota 
Kabupaten Tojo Una-una? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat peminangan 
dalam perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una?  
3. Bagaimana upaya mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam 
peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una?  
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup penelitian 
1. Definisi Operasional 
 Adat peminangan yang ditinjau menurut hukum Islam yang dijadikan sebagai 
topik utama dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah bagaimana antara keduanya 
dalam memberikan alasan-alasannya sehingga dapat memberikan keyakinan bagi 
manusia tentang dibolehkannya adat peminangan dalam perkawinan.   
 Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap judul penelitian 
ini, dipaparkan definisi operasional dari variabel yang ada sebagai berikut: 
a. Tinjauan Hukum Islam 
 




Tinjauan yang dimaksudkan adalah pandangan terhadap hukum adat 
peminangan dalam perkawinan. 
 
                                                          
34
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 





“Hukum Islam” ialah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan 
diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu: fiqh, fatwa, 
keputusan pengadilan, dan Undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi 




 Tinjauan hukum Islam yang dimaksud penulis adalah Tinjauan atau 
pandangan perspektif hukum Islam dilihat dari sudut pandang peraturan-peraturan 
dan ketentuan-ketentuan berdasarkan Alquran dan Hadis.
 
b. Adat Peminangan 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia termaktub pengertian Adat: Ialah aturan 
atau perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan,
36
  
Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam bukunya  Ilmu Usūl al fiqh 
mendefinisikan adat sebagai berikut:
  
ﻪﻴﻠﻋﺍﻮﺮﺎﺴﻮﺲﺎﻨﻠﺍﻪﻔﺮﺎﻌﺘﺎﻤﻮﻫﻒﺮﻌﻠﺍ ﺓﺪﺎﻌﻠﺍﻰﻤﺴﻴﻮﻚﺮﺘﻮﺃﻞﻌﻔﻮﺍﻞﻮﻘﻦﻤ ﻖﺮﻔﻻﻦﺎﺴﻠﻲﻔﻮ ﻦﻴﺒﺍﻒﺮﻌﻠ 
ﺓﺪﺎﻌﻠﺍﻮ ﻴﺒﻠﺍﺲﺎﻨﻠﺍﻒﺮﺎﻌﺘﻞﺜﻤﻲﻠﻤﻌﻠﺍﻒﺮﻌﻠﺎﻔﻊ ﻲﻂﺎﻌﻠﺎﺒ ﺮﻴﻏﻦﻤ ﺔﻴﻈﻔﻠ ﻲﻠﻮﻘﻠﺍ ﻞﺜﻤ ﻢﻬﻔﺮﺎﻌﺘ ﻖﻼﻂﺇ 
ﻦﻮﺪﺮﻜﺬﻠﺍﻰﻠﻋﺪﻠﻮﻠﺍ ﻚﻤﺴﻠﺍﻰﻠﻋﻮﻘﻠﻂﻴﻻﻦﺍﻰﻠﻋﻢﻬﻔﺮﺎﻌﺘﻮ37  
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Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. IV ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2003),  h. 9.   
 
36
Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus  Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi (Cet. I; 
Jakarta:Balai Pustaka), h. 6.  
  
37
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usūl al fiqh (Kairo: Mahtabah al dakwah wa al-Islami dyabab 






Urf adalah: Sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi 
tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan 
meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara 
tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan. Maka urf yang bersifat 
perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan 
cara saling memberikan tanpa ada shighat lafzhiyyah (ungkapan melalui 
perkataan). Sedangkan urf yang bersifat pemutlakan lafazh”al-walad” 
terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka 
untuk tidak memutlakkan lafazh”al-lahm” (daging) terhadap ikan.38   
 
“Peminangan”  ialah proses, perbuatan, cara meminang.39 Peminangan atau 
meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain 





 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menerangkan : 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
41 
 
                                                          
 
38
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al fikh, diterjemahkan oleh H. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib 
(Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 130.   
  
39
Departemen Pendidikan Nasional Rublik Indonesia, Kamus  Lengkap Bahasa Indonesia 
(Jakarta :Difa Publisher), h. 654.  
 
40
H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam), dilampiri Kompilasi Hukum 
Islam, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amanai, 2002), h. 31. 
 
41Republik Indonesia , “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 
dalam
 
H. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 





Atas dasar pengertian tersebut, maka definisi operasional yang dimaksud 
penulis adalah tinjauan atau pandangan hukum Islam terhadap adat peminangan 
dalam perkawinan dilihat dari sudut pandang peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan berdasarkan Alquran dan hadis, Undang-undang, dan keputusan pengadilan 
yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Secara lebih luas 
lagi, penelitian ini diarahkan pada  implikasi peminangan dalam perkawinan yang  
saat ini seakan tidak modern apabila peminangan memakai tata cara adat istiadat 
suatu suku.  
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun ruang lingkup penelitian ini, yakni: a) Masalah Adat Peminangan 
dalam Perkawinan, b) Upaya mengatasi perbedaan-perbedaan akibat dari peminangan 
beda suku. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Kecamatan Ampana Kota 
Kabupaten Tojo Una-una.   
D. Kajian Pustaka 
 Kajian terhadap adat sudah banyak dibahas para peneliti, tetapi kajiannya 
lebih fokus pada aspek seluk beluk adat, baik ditinjau dari aspek hukum, sosiologi, 
maupun antropologi di samping ditinjau dari segi kebudayaan. Namun yang mengkaji 
tentang adat peminangan dalam perkawinan dalam tinjauan hukum Islam belum 
banyak dibicarakan, terutama pada masyarakat yang berada yang berada di 
Kabupaten yang baru dimekarkan seperti Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo 





membedakan adalah pada aspek objek penelitian yang tentunya mempengaruhi 
kajian-kajian dalam penelitian ini, di antaranya adalah : 
Pengantar dan asas-asas Hukum Adat, karangan Surojo Wingyodiputro. 
Dalam buku ini banyak dibicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan hokum 
perkawinan berdasarkan adat-istiadat, termasuk peminangan dengan memasukkan 
adat sebagai bagian yang penting dalam tata cara pelaksanaannya. 
Bushar Muhammad, Judul karyanya Pokok-pokok Hukum Adat, dan lain-lain, 
yang banyak menyinggung permasalahan seputar adat istiadat yang berlangsung di 
kalangan masyarakat dalam hal perkawinan.   
Masalah adat yang dibahas dalam buku-buku sosiologi misalnya tulisan 
Soerjono Soekanto yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar,  Selo Soemarjan dan 
Soeleman Soemardi dengan karyanya Setangkai Bunga Sosiologi, Hasan Shadily 
dengan karyanya Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, dan lain-lain.  
 Landasan teoritis tentang adat juga dibahas dalam buku-buku antropologi, 
antara lain dua tulisan Koentjaraningrat, yaitu Pengantar Antropologi dan Beberapa 
Pokok Antropologi Sosial, Abu Ahmadi dengan karyanya Antropologi Budaya. 
 Adat sebagai bagian dari kebudayaan juga disinggung dalam buku-buku 
tentang kebudayaan. Misalnya : Manusia dan Kebudayaan di Indonesia : Teori dan 
Konsep karya Sofia Rangkuti Hasibuan, Asmito pada karyanya Sejarah Kebudayaan 





 Soekanto menulis masalah Meninjau Hukum Adat di Indonesia. Dalam buku 
ini dibahas masalah yang berkaitan dengan persoalan adat yang masih berlangsung 
bagi sebagian masyarakat Indonesia. 
 Farha Dalilima dan Medi Botutihe yang membahas Tata Cara Adat Gorontalo 
(Dari Upacara Adat Kelahiran, Perkawinan, Penyambutan Tamu, Penobatan dan 
Pemberian Gelar Adat sampai pada Upacara Adat Pemakaman). 
 Literatur-literatur Yang disebutkan tadi merupakan bahan perbandingan yang 
menjadi acuan dengan mempelajari secara seksama pendapat para pakar hukum Islam 
tentang adat peminangan dalam perkawinan sebagai fenomena sosial, khususnya 
yang terjadi di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una. Khusus menyangkut 
judul tesis ini, peneliti belum menemukan tulisan secara ekspisit membahas persoalan 
ini, karenanya penelitian ini adalah suatu hal baru yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat yang berada di Kabupaten yang baru dimekarkan seperti Kecamatan 
Ampana Kota secara khusus dan Kabupaten Tojo Una-una secara umum.   
 Tampak bahwa pembahasan penelitian tentang adat yang ditinjau dari segi 
pandangan agama (syariat) belum ada, termasuk adat Peminangan di Kecamatan 
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una belum pernah diteliti atau dibahas oleh 
penulis lainnya. 
E. Kerangka Teoretis 
Berbicara tentang peminangan telah banyak disajikan melalui literature-





tesis ini, penulis memberikan kerangka pikir pelaksanaan peminangan menurut 











    






1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan 










’Urf atau Adat 
Adat Peminangan : 
1. Suku Taa 
2. Suku Gorontalo 
3. Suku Bugis 





keputusan pengadilan, dan Undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan 
bagi umat Islam di Indonesia. 
2. Adat ialah segala bentuk aktifitas masyarakat yang dilakukan dengan didasari oleh 
keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya yang diwariskan secara turun 
temurun.  
3. Peminangan yang berlaku di Wilayah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo 
Una-una yang  biasa dilakukan: 
a. Tata cara peminangan menurut suku Taa 
b. Tata cara peminangan menurut suku Gorontalo. 
c. Tata cara peminangan menurut suku Bugis. 
4. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan adat peminangan, umumnya sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Jika terdapat adat peminangan yang 
tidak teratur dalam hukum Islam, hal tersebut benar-benar berdasar pada Adat 
daerah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian . 
a.  Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan peminangan menurut 
hukum adat dalam perkawinan di wilayah Kecamatan Ampana Kota 
ditinjau dalam hukum Islam. 
b.  Untuk mengungkapkan silsilah budaya dan adat dalam  perkawinan di 





c. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan, implementasi 
peminangan dalam perkawinan menurut hukum Islam di wilayah 
Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.  
 2.  Kegunaan penelitian. 
Adapun kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :  
a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini akan lebih mengembangkan ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang kebudayaan.   
b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan 
masyarakat Ampana Kota tentang adat peminangan yang pada gilirannya 
akan mendorong mereka untuk lebih konsisten dalam mengamalkan 
ajaran Islam.   
F. Garis Besar Isi Tesis 
Penelitian ini terdiri atas lima bab pembahasan, dan masing-masing bab 
memiliki sub bab pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi 
pembahasannya, penulis akan mengemukakan pokok-pokok pikiran pembahasan 
dalam bab masing-masing, sebagai berikut : 
Bab I, merupakan pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian, Kajian Pustaka, 
Kerangka Teoretis, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Garis Besar Isi Tesis. 
Bab II, membahas tentang adat dalam peminangan dan kaitannya dengan 





dan ruang lingkup hukum Islam dan adat peminangan dalam perkawinan yang di 
dalamnya terdapat pengertian adat dan peminangan. 
Juga dibahas tentang tata cara peminangan dalam perkawinan yang didalamnya 
terdapat pengertian meminang, persyaratan meminang dan pengertian perkawinan. 
Bab III, adalah metode penelitian yang pembahasannya merupakan kerangka 
awal metodologis untuk melakukan penelitian lapangan. Dengan demikian, dalam 
bab ini akan dikemukakan sistematika penelitian yang meliputi lokasi dan jenis 
penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, instrumen penelitian, metode 
pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan tahapan penelitian. 
Bab IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan yang melaporkan berbagai 
data dan informasi mengenai pelaksanaan adat peminangan dalam perkawinan dalam 
tinjauan hukum Islam di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. Dengan 
demikian pembahasannya dimulai dengan gambaran umum pelaksanaan adat 
peminangan menurut suku Taa, pelaksanaan adat peminangan dalam perkawinan 
menurut suku Gorontalo, dan pelaksanaan adat peminangan dalam perkawinan 
menurut suku Bugis dengan mengacu kepada wawancara dan observasi. 
Bab V, merupakan bab penutup atau pembahasan terakhir dari penelitian yang 
terdiri dari dua sub bahasan, yakni kesimpulan dan implikasi. Bab ini berfungsi 
menjawab rumusan permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada hasil 
pemaparan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, dirumuskan beberapa saran atau 









A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-
una. Namun peneliti hanya mengambil tiga Suku sebagai sampel yang ada di 
Kecamatan Ampana Kota, yaitu Suku Taa, Suku Gorontalo, dan Suku Bugis.  
Pemilihan objek penelitian ini dikarenakan adat peminangan ketiga suku 
inilah yang sangat dominan dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Ampana Kota 
Kabupaten Tojo Una-una.   
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan untuk membahas obyek penelitian ini adalah 
pendekatan syar
,
i, yaitu penelitian menguraikan tata cara peminangan menurut adat 
Kecamatan Ampana Kota lalu menyorotinya dari sudut pandang hukum Islam dengan 
parameter Aluran dan sunah. Pendekatan lain adalah sosio-kultural, yang ditujukan 
untuk membedah komunitas manusia, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Ampana 
Kota Kabupaten Tojo Una-una yang disorot dari aspek karakteristiknya sebagai 
makhluk yang berbudaya. Selain itu penulis menggunakan pendekatan historis. Hal 





yang berkaitan dengan masuknya agama Islam di Ampana Kota Kabupaten Tojo 
Una-una. 
C. Pengumpulan Data 
1. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati.
1
 Menurut Sukardi, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 
adalah penelitian di mana seorang peneliti berusaha menggambarkan kegiatan 
penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis dengan 
melakukan eksplorasi, menggambar dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan 




Dengan demikian, pemaparan secara kualitatif dalam penelitian in 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara gamblang tentang tinjauan hukum Islam 
terhadap adat peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.  
2. Sumber Data 
                                                          
1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 3.   
 
2
Lihat Sukardi, Meteologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya (Cet. III; 





Sumber data dalam penelitian ini adalah benda, hal atau orang tempat peneliti 
mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.
3 
Sumber data dalam penelitian ini 
meliputi data primer dan data sekunder. 
Data primer dalam tesis ini adalah data yang bersumber langsung dari 
kegiatan penelitian, yakni melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang 
menjadi subjek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data tidak langsung, 
dalam hal melalui dokumentasi-dokumentasi yang ada pada objek penelitian serta 
hasil studi library research.    
3. Teknik Pengumpulan Data 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dilakukan melalui 
beberapa metode: 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai suatu 
fenomena masyarakat dengan melakukan pencatatan.
4
 Observasi dilakukan untuk 
memperoleh informasi tentang kelakuan manusia dalam kenyataan. Dengan observasi 




                                                          
 
3
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian.(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 88.    
 
4
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 
63.  
5
S. Nasution, Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, 
Validitas, Sampling Populasi, Observasi, Wawancara, Angket (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 





Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yakni peminangan yang dilakukan 
masyarakat suku Taa, masyarakat suku Gorontalo, dan masyarakat suku Bugis yang 
ada di Kecamatan Ampana Kota. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 
memperoleh informasi.
6
 Komunikasi ini dilakukan saling berhadapan ataupun 
melalui telepon. Penelitian ini menggunakan metode wawancara berstruktur dengan 
menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan secara tertulis. Daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan akan dipergunakan ketika melakukan interview.  
Jawaban atas pertanyaan telah ditentukan lebih dahulu secara pilihan ganda. Metode 
wawancara ini dilakukan secara langsung yang mengarah kepada objek permasalahan 
dengan subjek yang dinilai berkompeten, khususnya pasangan suami istri yang telah 
melalui proses peminangan. Adapun sumber lain tetap diperlukan sebagai pendukung 
atau informasi tambahan terhadap wawancara.   
c. Dokumentasi  
  Dokumentasi hal ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari 
sumber-sumber bukan manusia. Manfaat dari dokumen sebagai sumber data adalah 
untuk membuktikan atau menafsirkan suatu kejadian. Dokumen-dokumen yang 
dimaksudkan peneliti adalah dokumen-dokumen yang bersumber dari Badan Pusat 
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Statistik, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una dan 
dokumen-dokumen lainnya yang dapat dijadikan sumber pendukung dalam penelitian 
ini.    
4. Instumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan adalah perangkat untuk menggali data primer dari 
responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei.
7
Dalam 
penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu 
sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa 
jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. 
Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman 
metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 
kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun 
logistiknya. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 




a. Pedoman Wawancara 
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Bagong Suyanto, Sutinah. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: 
Kencana, 2008), h. 58.   
 
8
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan 





Pedoman wawancara ini digunakan sebagai panduan untuk mewawancarai 
beberapa informan yang mengetahui benar tentang data atau adat peminangan yang 
biasa dilakukan di wilayah tersebut. 
Pedoman wawancara tersebut berisi sejumlah pertanyaan yang nantinya akan 
ditanyakan kepada para informan untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat 
guna penyelesaian tesis ini. 
b. Daftar check list  
Instrumen ini digunakan untuk mengecek hal-hal yang berhubungan dengan 
keadaan adat peminangan dari tiga suku yaitu: suku Taa, suku Gorontalo, dan suku 
Bugis yang ada di kecamatan Ampana Kota, apakah sudah representative atau belum 
representative dan sesuai dengan hukum Islam berdasarkan hasil observasi.  
c. Tape recorder/Hand Phone 
Alat ini digunakan untuk merekam dengan seksama setiap wawancara 
jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh penulis, kepada setiap informan 
untuk mendapatkan data benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 
d. Block note dan Balpoin 
Instrumen ini digunakan untuk mencatat dengan seksama setiap data yang 
penulis dapatkan dari lokasi penelitian, seperti hasil wawancara dengan para informan 
selama melakukan penelitian di Kecamatan Ampana Kota.  
5. Prosedur Pengumpulan Data 





a. Tahap Persiapan. 
Pada tahap ini penulis melakukan beberapa kegiatan awal di antaranya 
mempersiapkan instrumen penelitian, seperti pedoman observasi, pedoman 
wawancara, menyususn pertanyaan angket dan lain sebagainya yang diperlukan 
dalam penelitian. 
b. Tahap Pelaksanaan. 
Setelah siap beberapa instrument penelitian dan izin penelitian, selanjutnya penulis 
turun ke lokasi penelitian yakni Masyarakat (tokoh Adat dan tokoh Agama) 
Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan dalam menyusun data. Pada tahap pelaksanaan penelitian, penulis 
menggunakan dua cara yaitu : 
1. Riset Kepustakaan. 
 Riset kepustakaan ialah riset dilakukan dengan jalan membaca buku-
buku/majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan. Jadi pengumpulan data 
(informasi) dilakukan di perpustakaan atau di tempat lainnya di mana tersimpan 
buku-buku serta sumber data lainnya.
9
 
2. Riset lapangan.     
Riset lapangan ialah riset yang dilakukan dengan jalan mendatangi rumah 
tangga, perusahaan-perusahaan, sawah-sawah dan tempat-tempat lainnya. Jadi usaha 
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pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan 
melakukan wawancara (interview) maupun dengan jalan observasi.
10
   
D. Teknik pengolahan&analis data 
Data yang terkumpul baik dari kepustakaan maupun lapangan akan diolah 
dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini ditempuh karena jenis penelitian 
ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.
11  
 
Metode ini lebih mudah dilakukan, jika diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan 
yang beragam, di samping dapat menyajikan secara langsung hakekat hubungan 
antara peneliti dengan informan. Selain itu, penggunaan metode kualitatif lebih peka 
dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
12 
Olahan data secara kualitatif akan dianalisis dengan teknik reduksi data dan 
kategorisasi. Data-data yang dikumpulkan mungkin agak banyak akan direduksi 
dengan cara memilih dan memilah hal-hal yang berkaitan erat dengan masalah pokok 
yakni tata cara peminangan menurut adat masyarakat Ampana Kota. Selanjutnya 
peneliti akan melakukan kategorisasi dengan cara mengelompokkan data tentang tata 
cara peminangan menurut adat Ampana Kota yang sesuai dengan syariat Islam dan 
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Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosda Karya, 1999), h. 4.   
 
12






yang tidak sesuai maupun adat yang dalam posisi netral, yakni hanya adat semata-
mata tanpa ada unsur syariatnya. 
Langkah berikut yang akan dilakukan oleh peneliti adalah interpretasi data. Dalam 
hal ini peneliti akan menggunakan logika berfikir induktif, yaitu metode berfikir yang 
bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan dalam bentuk yang 
bersifat umum. Hal-hal yang khusus tersebut adalah menyangkut tata cara 
peminangan dalam perkawinan menurut adat Kecamatan Ampana Kota Kabupaten 








A.  Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam 
Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan al-
Fiqh al-Islāmiy atau dalam konteks tertentu dari istilah al-Syarī‟ah al-Islāmiy. Istilah 
ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan istilah Islamic Law. Dalam alquran 
dan Sunah, istilah al-Hukm al-Islām tidak dijumpai yang digunakan adalah kata 





Kata syariah dan derivasinya digunakan lima kali dalam Alqur n   n  
t r  p t p    :      l-  ur       :     l-  rāf   7 : 6    l-Māi  h   5 : 8   n  l-
Jasiyah, (45):18.
2
 Secara harfiah syariah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat 
yang dilalui oleh air sungai. Penggunaannya dalam Alquran diartikan sebagai jalan 
yang jelas yang membawa kepada kemenangan. 
Pada mulanya kata syariat meliputi semua aspek ajaran agama; yakni akidah, 
syariah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat setiap agama yang diturunkan sebelum 
Islam.Karena bagi setiap umat Allah memberikan syariat dan jalan yang terang. 
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Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia selanjutnya disebut Hukum Islam (Cet. IV ; Jakarta 
: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),  h.3.  
 
2Muh mm   Fu    b ul Bāqi’  al-Mu‟jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur,ān al-Karīm (Jakarta: 





Dalam terminologi ulama ushul fikih, syariah adalah Khithab hukum Allah 
yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf  berupa tuntutan atau suruhan 
memilih, atau berupa ketetapan.
3
  
Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Islām, Aqīdah wa Syarīah, mendefinisikan 
bahwa : 
“Syari‟ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar 
dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya dengan sesamanya, dengan 
lingkungannya, dan dengan kehidupan.
4 
 
Sebagai penjabaran dari akidah, syariah tidak bisa terlepas dari akidah. 
Keduanya memiliki hubungan ketergantungan. Akidah tanpa syariah tidak 
menjadikan pelakunya (kaum muslimin) menjadi selamat, demikian juga syariah 
tanpa akidah akan sesat. 
Dengan demikian dapat dipertegas bahwa syariah adalah ketentuan yang 
ditetapkan oleh Allah swt. yang dijelaskan oleh Rasul-Nya tentang pengaturan semua 
aspek kehidupan menusia dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di 
akhirat kelak. Ketentuan syariah terbatas pada firman Allah swt. dan sabda Rasul-
Nya.
5
 Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syariah tersebut dapat 
diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang 
dikehendaki oleh Allah swt.,  yang terdapat dalam syariah tersebut. 
                                                          
3
Abdul Wahab Kallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh, terjemahan (Cet. 
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4
Mahmud Syaltut, Al-Islām, „Aqīdah wa Syaī‟ah   M sir: Dār  l-Qalam, 1966), h. 12.  
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Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah, 





Allah swt., memberikan kepada manusia akal pikiran untuk memahami segala 
sesuatu dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Akal pikiran pulalah yang harus 
digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum syariah dari Aquran dan 
sunah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia melalui pendekatan akal pikiran yang sehat 
bukan lagi syariah melainkan fikih yang bersifat ijtihadi.       
2. Fikih 
Adapun kata fikih yang dalam Alquran digunakan dalam bentuk kata kerja 
(fi‟il) yang disebutkan sebanyak 20 kali penggunaannya dalam alquran yang 
mengandung arti memahami.
6
  Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa ayat dalam 
alqur n  mis ln  : “P rh tik nl h b t p  k mi m n  t n k n t n  -tanda kebesaran 
kami silih berganti, agar mereka memahaminya.
7 
QS. al- n’ām   6 :65  D p t ju   
dilihat pada QS. al- ’rāf  7 : 79;  l- nfāl  8 ;65;  l-Taubah, (9):81, 87, 127 dan al-
Munāfiqūn   6  :   P      s rn      t-ayat al-Quran tersebut menggunakan kata 
kerja yang sama, akan tetapi mempunyai pemikiranyang berbeda-beda. 
Secara etimologi,fikih berarti paham yang mendalam (al-fahmu al-„amīq). Hal 
ini dapat dibedakan dengan kata „ilm yang artinya mengerti. Ilmu dapat diperoleh 
secara nalar dan wahyu, fikih menekankan pada penalaran meski penggunaannya 
nanti akan terikat pada wahyu, dalam pengertian terminologi menurut pendapat para 
ulama fikih adalah :  
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”Ilmu t nt n  hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan 
dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalili-dalil tafsili.
8
 
 Kegiatan menggali atau mengambil hukum dari dalil-dalilnya yang tafsili 
itulah yang merupakan hasil kegiatan akal pikiran tersebut, akan banyak tergantung 
kepada kualitas dan kondisi setiap manusia. 
  Amir Syarifuddin merinci pengertian fikih ke dalam beberapa cakupan : 
a. Bahwa fikih itu adalah ilmu tentang hukum syara; 
b. Bahwa yang dibicarakan fikih adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furuīyah; 
c. Bahwa pengetahuan tentang hukum syara  didasarkan kepada dalil tafshili;  





Oleh karena itu fikih sebagai hasil pemahaman terhadap syariah sering 
dihubungkan dengan orang yang telah berupaya melakukan penggalian untuk 
menemukan hukum tersebut atau kelompok yang mempunyai kesatuan pemahaman 
nilai hukum yang digali dari syariah tersebut. Misalnya ada fikih Hanafi, fikih 
   fi’i  fikih   i’ h  Fikih ju    ik itk n   n  n k butuh n   n   n  n kon isi 
masyarakat Islam di daerah tertentu, yang mungkin berbeda dengan daerah lain. 
Misalnya fikih hijazi, fikih mishry, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam 
unifikasi dan kepastian hukum bagi bangsa Indonesia disebut juga fikih Indonesia.
10
 
3. Hukum Islam  
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Hukum Islam adalah norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan 
pedoman yang dipergunakan untuk mencari tingkah laku atau perbuatan manusia dan 
benda.
11 
Dalam mata kuliah hukum Islam, dinamakan hukum Islam I karena dahulu 
dalam kurikulum Fakultas hukum, hukum Islam dibagi dua : 
Bagian pertama disebut hukum Islam I dan bagian kedua disebut hukum Islam II, 
hukum Islam I memuat dasar atau pengaturan hukum Islam, sedangkan hukum Islam 
II merupakan lanjutan hukum Islam I, kedua-duanya merupakan bagian hukum Islam. 
Hukum Islam II memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam namun dalam 
perkembangan lebih lanjut, hukum Islam II disempurnakan dengan tambahan, 
susunan, wewenang dan hukum acara peradilan agama dan zakat. 
 Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan 
diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu : fiqh, fatwa, 
keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi 
umat Islam di Indonesia.
12
 
Hukum Islam dalam makna hukum fiqih Islam adalah hukum yang bersumber 
dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Alquran dan sunah Nabi 
Muhammad saw. dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum 
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Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah 
ditentukan.
13 
Dalam khazanah hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai 
penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Oxford English 
Dictionary, adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal 
maupun dari kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku 
terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang yang tunduk padanya atau 
pelakunya.
14 
Sedangkan menurut Hooker, hukum adalah setiap aturan atau norma 
dimana perbuatan-perbuatan atau tindakan terpola. 
Sementara kata Blakstone hukum adalah suatu aturan bertindak dan diterapkan secara 
tidak pandang bulu kepada suatu macam perbuatan, baik yang bernyawa maupun 
tidak, rasional maupun irasional.
15
 Semua ini dimaksudkan untuk mengatur dan 
menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Ada beberapa aliran hukum dalam wacana Barat. Setidaknya kata 
Mislehuddin ada tiga aliran hukum,  yaitu aliran teologis, aliran historis dan aliran 
imperatif. Menurut aliran teologis, hukum merupakan produk akal dan sangat erat 
kaitannya dengan konsep tentang tujuan, yang menurut para filosof bahwa tujuan 
tertinggi dari hukum adalah keadilan. Sementara itu, aliran historis mengajarkan 
suatu pandangan bahwa sumber hukum adalah kebiasaan yang mendarah daging 
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Muhammad Mislehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, (Terjemahan 
Yudian Wahyudi Asmin) (Cet. I; Yokyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 13 
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pikiran manusia. Jadi bukan perintah penguasa maupun kebiasaan masyarakat 
tertentu, tetapi pengetahuan instinktif yang dimiliki oleh setiap bangsa.  
Lain halnya dengan aliran imperative yang menganggap hukum sebagai 
perintah penguasa yang berimplikasi pada adanya sanksi jika perintah itu tidak 
dipatuhi.
16
     
Definisi-definisi yang dikemukakan dari berbagai aliran tersebut jika 
dipahami secara signifikan, agaknya tidak representative untuk mengemukakan 
terminologi hukum Islam. Namun jika dipahami secara konvergensi, akan sedikit 
menggambarkan definisi hukum Islam. Untuk itu perlu dipahami istilah yang kedua, 
yaitu Islam. 
Kata Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri atau selamat, atau juga 
kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam, dia akan memperoleh 
keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut Mahmud Syaltut, Islam 
adalah agama Allah yang dasar-dasar syariatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad 
saw., dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti 
kepada seluruh umat manusia.
17
 Apabila kedua kata tersebut yakni hukum dan Islam 
digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang 
diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat 
manusia guna mencapai tujuan hidupnya, selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. 
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Selanjutnya, istilah hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy seperti 
dikutip Amir Syarifuddin adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk 
menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.
18 
Jadi hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan 
wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan 
diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Dengan demikian, kedudukan 
hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku 
mereka.
19
 Disinilah hukum Islam merupakan formulasi dari syariah dan fikih 
sekaligus. Artinya, meskipun hukum Islam merupakan formula aktifitas nalar, 
eksistensinya tidak bisa dipisahkan dari syariah sebagai panduan dan pedoman yang 
datang dari Allah sebagai al-Syari‟.      
4. Ruang Lingkup Hukum Islam     
Mengacu pada pengertian syariah, fikih dan hukum Islam yang telah 
dikemukakan di atas,  dan dalam mempertegas kajian teoretis terhadap penelitian ini 
perlu dikemukakan cakupan hukum Islam untuk menganalisa sekaligus 
memposisikan peminangan dalam perkawinan untuk inheren dalam ranah hukum 
Islam. Para ulama membagi hukum Islam dengan pembagian sebagai berikut :  
1. Hukum yang berkaitan dengan ibadah madhlah (khusus), yaitu hukum yang 
mengatur persoalan ibadah manusia dengan Allah swt, seperti shalat, puasa, 
zakat dan haji.    
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2. Hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah, yaitu persoalan hubungan 
sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan hak masing-
masing, seperti transaksi jual beli, perserikatan dagang dan sewa-menyewa. 
3. Hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (al-Ahwal asy-syakhsiyyah), 
seperti nikah, talak, rujuk, iddah, nasab dan nafkah. 
4. Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana (jinayah atau jarimah, dan 
„uqubah),  seperti zina, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemukulan dan 
bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anggota tubuh serta lainnya. 
5. Hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara 
hak dan kewajiban sesama manusia (ahkam al-qadla).  
6. Hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan yang mengatur 
hubungan antara penguasa dan rakyat (al-ahkam as-sultaniyyah atau siyasah 
syar‟iyyah). 
7. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan 
damai (al-ahkam ad-dauliyyah).  
8. Hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak (al-adab).20 
 
Keseluruhan hukum yang disebutkan di atas tidak hanya terkait dengan 
masalah keduniaan tetapi juga mengandung unsur spiritual atau makna keakhiratan. 
Artinya, hukum apa pun yang dilakukan seseorang, perhitungannya meliputi 
perhitungan duniawi dan perhitungan ukhrawi berupa pahala atau dosa di akhirat. 
Karenanya, hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Hukum dalam Islam tidak 
memisahkan antara persoalan dunia dan persoalan akhirat, walaupun keduanya dapat 
dibedakan. 
Berdasarkan analisis identifikasi hukum Islam di atas, maka dari delapan 
pembagian hukum yang ada peminangan dalam perkawinan termasuk dalam lingkup 
hukum yang berkaitan dengan : 
1. Hukum yang berkenaan dengan al-ahkam asy-syakhsiyyah. 
2. Hukum yang berkenaan dengan masalah al-adab.     
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B.  PengertianAdat dalam Peminangan 
 
  Peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan Khitbah yang mempunyai arti 
permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan 
untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya 
dengan perantara seorang yang dipercaya.
21
 
Dalam kehidupan suatu masyarakat bagaimana pun tingkat rendahnya 
peradaban masyarakat tersebut senantiasa memiliki adat istiadat atau dengan kata lain 
tidak satupun di dunia ini masyarakat hidup tanpa memiliki adat istiadat tersendiri. 
 Adat dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan 
(perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
22
  
Dengan demikian adat dapat juga mengandung arti segala bentuk aktivitas 
masyarakat yang dilakukan dengan didasari oleh keyakinan atau kepercayaan yang 
dianutnya yang diwariskan secara turun temurun. Dalam pengertian adat ini juga 
mencakup segala aturan dan peraturan yang disertai dengan sanksi atau ganjaran bagi 
yang melanggarnya dan muncullah istilah hukum adat. 
Sanksi atau ganjaran yang dimaksud dapat berupa hukuman yang bersifat 
badaniah dapat pula berupa pengasingan dari lingkungan sosial serta kutukan dari 
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sesuatu kekuatan yang diyakini oleh suatu masyarakat seperti roh nenek moyang, 
kemurkaan alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus dan sebagainya. 
Pada prinsipnya adat istiadat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek 
kehidupan manusia seperti perkawinan, kewarisan, jual beli, aktifitas sosial dan lain-
lain. 
Dalam adat istiadat tersebut ada yang memiliki nilai yang positif ada pula 
yang negatife terutama jika dilihat dari pandangan ajaran Islam. Di dalam hukum 
Islam penetapan yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan adat 
juga diakui misalnya hal yang menyangkut pelaksanaan peminangan, pelaksanaan 
perkawinan, kepatuhan memberikan nafkah kepada istri, pembagian warisan dan 
sebagainya. 
   t   n   i   l m hukum Isl m s rin   is but ju     n  n “urf”  i l h :   
ﻦﺎﻜﺎﻤ ﺮﻜﻨﺘﺴﻤﺮﻴﻏ ﺎﻔﻮﻠﺎﻤﺎﻔﺮﺎﻌﺘﻤ    
Artinya : 
 
”   su tu   n  t l h b rk mb n    n t rk n l   l m m s  r k t ti  k 
dipandang jijik   n buruk” 23 Atau 




 “  su tu   n  bi s  b rl ku   n  isuk i”  
 
ﺓﺪﺎﻌﻠﺍ ﺔﻤﻜﺤﻤ  
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M. Hasbi Ash Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Cet. IV ; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 






“   t k bi s  n   p t  it t pk n s b   i hukum” 24 
Kaidah Ushul Fiqhi ini memberikan pengertian bahwa untuk menentukan 
hukum-hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik 
menentukan hukum melalui adat kebiasaan.  
 B r  s rk n h l itu     t  t u “urf”   n    p t  ij  ik n   s r p n t p n 
hukum tersebut hanya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tidak tercela dan dipandang 
tidak buruk oleh masyarakat. 
Pengertian hukum adat, sebagaimana yang dikemukakan C.Van Vollenhoven  
sebagaimana dikutip Zainuddin Ali sebagai berikut: 
Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh 
pemerintah Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan 
diadakan sendiri oleh kekuasaan.
25 
Selanjutnya M.M. Djojodigoeno mendefinisikan hukum adat adalah : 
Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan perundang-undangan 
yang dibuat oleh badan Negara yang berwenang.
26 
 Sementara  H.A. Djazuli mendefinisikan hukum adat sebagai berikut: 
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Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath 
Hukum Islam, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 140.  
 
25
Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari‟ah dan Fiqh di Indonesia, (Cet. I;  
Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000), h. 71.  
 
26






Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari sikap, perbuatan dan perkataan 




 Selain itu Hazirin mendefinisikan hukum adat sebagai berikut: 
Adat adalah (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah 
adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat 





Dari beberapa pengertian tersebut, menunjukan bahwa adat merupakan hukum 
kebiasaan, atau hukum perjanjian yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hukum adat 
merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang mengakar pada masyarakat yang 
sebagian besar bersumber dari kebiasaan dan sebagian kecil bersumber dari ajaran 
Islam.  
 Dalam hal ini, hukum adat merupakan kesatuan dari sistem hukum di 
Indonesia yang erat mengatur beberapa hal yaitu : 
a. Hukum adat yang mengatur tentang kekeluargaan 
b. Hukum adat yang mengatur tentang perkawinan 
c. Hukum adat yang mengatur tentang warisan adat 
d. Hukum adat yang mengatur tentang tanah adat 
e. Hukum adat yang mengatur tentang piutang adat 
f. Hukum adat yang mengatur tentang delik adat 
g. Hukum adat yang mengatur tentang sanksi adat 
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H.A. Djazuli, Ilmu Fiqhi: pengadilan, perkembangan dan penerapan Hukum Islam, (Cet. 
VI; Jakarta: Kencana, 2006), h. 88. 
  
28
Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, (Cet. IX; Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 
12.    
29





C. Tata Cara Peminangan dalam Perkawinan 
Adapun meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak 
perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah perwalian 
seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah. Tata cara peminangan dalam 
perkawinan dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-
masak. 
Dalil tentang proses peminangan dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah (2) : 235.
 
                           
                       
                           
               
Terjemahnya : 
 
“D n ti  k      os  b  i k mu m min n  w nit -wanita itu30 dengan 
sindiran
31
 atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 
hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam 
pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara 
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf 
dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum 
habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun.
32
 
                                                          
30
Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam iddah  
 
31
Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah Karena 
meninggal suaminya, atau karena talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah talak raji'i tidak boleh 
dipinang walaupun dengan sindiran  
 
32





Meminang harus memenuhi dua syarat: 
 
1. Tidak didahului oleh peminangan laki-laki lain secara syar‟i, berdasarkan sabda 
Rasulallah saw.: 
 ﻞﺎﻘ ﻢﻠﺴﻮ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﻰﻠﺼ ﻰﺒﻨﻠﺍ ﻦﺃ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻰﻀﺮ ﺓﺮﻴﺮﻫ ﻰﺒﺃ ﻦﻋ ׃ ﻼﻔ ﻦﻤ ﺆﻤﻠﺍ ﻮﺨﺃ ﻦﻤ ﺆﻤﻠﺍ
ﺮﺬﻴ ﻰﺘﺤ ﻪﻴﺨﺃ ﺔﺒﻄﺨ ﻰﻠﻋ ﺐﻄﺨﻴ ﻻﻮ ﻪﻴﺨﺃ ﻊﻴﺒ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﺘﺒﻴ ﻦ ﺃ ﻪﻠ ﻞﺤﻴ  ﴿ﻪﻴﻠﻋﻖﻔﺘﻤ )33  
Artinya : 
Dari abu hurairah r.a. sesungguhnya Rasulallah saw., bersabda : Seorang 
mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk 
membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang 
pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan pinangan itu. 
(Riwayat Bukhari dan Muslim).
 
 
2. Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar‟i, yang 
menyebabkan tidak dapat dinikahi, sedang perempuan yang dapat dinikah 
syaratnya: 
a. Tidak bersuami. 
b. Perempuan itu bukan orang yang haram dinikahi untuk waktu tertentu atau 
selamanya. 
c. Tidak dalam idah, baik iddah ditinggalkan mati suami atau karena talak, baik 
thalaq raj‟i maupun ba‟in.  
Apabila perempuan masih dalam iddah raj‟i ia haram dipinang, karena dia 
masih menjadi hak suaminya. Suaminya masih berhak merujuknya sewaktu-waktu.    
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 H.S.A. AlHamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam Dilampiri Kompilasi Hukum 





 Pengertian p min n  n  ij l sk n   l m p s l I     KHI: “P min n  n i l h 





 Mencintai atau menyayangi seseorang merupakan hak setiap orang laki-laki 
atau perempuan. Demikian pula masalah pemilihan jodoh untuk dijadikan istri. 
 Mengenai tata cara peminangan menurut hukum Islam dijelaskan dalam pasal 
12 KHI : 
1. Peminangan dapat dilakukan pada seorang wanita yang masih perawan 
atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. 
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah rajiah, 
haram dan dilarang untuk dipinang. 
3. Dilarang untuk meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh 
pihak lain, selama pinangan itu belum putus. 
4. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang 
putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang 




Peminangan dapat dilakukan menurut adat istiadat atau kebiasaan yang 
berlaku pada suatu daerah, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang 
berlaku dalam hukum Islam, meminang atau melamar dapat dilakukan oleh  setiap 
laki-laki, tetapi meminang perempuan yang telah dipinang orang lain dilarang oleh 
Allah swt.  
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Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Cet. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 375. 
  
35 






Peminangan belum menimbulkan akibat hukum seperti terjadinya ikatan 
suami istri antara laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinang. Tetapi 
kedua belah pihak masih bebas memutuskan peminangan walaupun laki-laki yang 
meminang telah menyerahkan sejumlah mahar kepada perempuan yang dipinang 
karena hal ini belum sesuai proses ijab qabul.  
 Meminang adalah pendahuluan perkawinan, tetapi bukan akad nikah. Kadang-
kadang orang yang meminang memberikan mahar, seluruhnya atau sebagian, ada 
juga yang memberikan hadiah-hadiah sebagai penguat ikatan, untuk memperkokoh 
hubungan baru antara peminang dengan peminangannya.     
Pernikahan  merupakan sunnatullah atau hukum alam yang digariskan oleh 
Allah swt., yang berlaku umum.
36
  Dengan adanya pernikahan, maka manusia dapat 
menyalurkan kebutuhan seksualnya secara beradab dan bertanggung jawab, 
memperoleh keturunan serta membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia. 
Ketentuan yang disebutkan di atas, tidak hanya berlaku bagi manusia sebagai mahluk 
yang dimuliakan derajatnya oleh Allah swt,
37
 tetapi juga berlaku untuk semua 
makhluk-Nya. Sehubungan dengan ketentuan itu, H.S.A. Alhamdani mengatakan : 
Kawin adalah keharusan bagi manusia. Orang tidak dapat mengabaikan 
masalah kawin. Orang yang tidak mau kawin atau enggan kawin mungkin 
karena tidak dapat  memenuhi nafkah istri, seperti makan sehari-hari, pakaian, 
                                                          
36
Ketetapan tersebut disinyalir oleh sejumlah ayat Alqur
,
an. Lihat misalnya QS. Al-Zāri āt 
 5  :  9   n  t rj m hn  :“Segala Sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat akan kebesaran Allah”. Departeman Agama RI Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta  : CV, 
N l  D n     006   h  756     t s n    ju     p t  ilih t   l m    Yāsīn   6 :  6       s -Su’ rā 
  6 : 7      Luqmān     :  0       āf  50 : 7       l- n’ām  6 :       n l in-lain.  
  
37
Sinyalemen bahwa manusia merupakan mahluk yang diistimewakan dan dimuliakan oleh 





tempat tinggal dan sebagainya atau mungkin karena lemah fisiknya atau 
karena sakit sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau 
karena sebab lain yang memaksanya menghindari kawin.
38  
 
Quraish Shihab memberikan gambaran deskriptif dan illustratif yang 
mengisyaratkan sebuah fenomena yang berlangsung secara alamiah bagi makhluk-
makhluk Tuhan. Dalam hal ini ia berkata :  
Ikan-ikan mengarungi samudera yang luas menuju tempat terpencil untuk 
memenuhi naluri itu guna melanjutkan generasinya. Setelah itu, mereka 
kembali lagi ke samudera. Demikian pula sepasang burung merpati berkicau 
dan bercumbu sambil merangkai sarangnya, bunga-bunga yang mekar dengan 
indahnya, merayu burung dan lebah agar mengantarkan benihnya ke kembang 
lain untuk dibuahi. Tidak hanya binatang dan tumbuhan, tetapi atom pun yang 





Deskripsi Quraish Shihab di atas menggambarkan naluri alamiah setiap makhluk, 
yang ditanamkan oleh Allah swt., untuk sebuah hikmah yang sangat besar.   
Tampaknya tidak ada suatu naluri yang dimiliki oleh makhluk, termasuk manusia 
yang lebih dalam dan kuat dorongannya  melebihi naluri dorongan pertemuan antara 
dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif.  
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H.S.A.Alhamdani, op. cit., h. 10. 
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Lihat M. Quraish Shihab, Untaian Permata Buat Anakku; Pesan Alqur
’
an Untuk Mempelai 





Hal itu merupakan ciptaan, pengaturan, dan bahkan rekayasa Ilahi untuk sebuah 
maksud yang amat mulia,
40 
 yaitu untuk kelestarian dan terjadinya keseimbangan dan 
kesepadanan dalam kehidupan. 
Mengingat bahwa keinginan untuk bertemu antara pasangan-pasangan yang 
telah diciptakan oleh Allah dan keinginan tersebut memiliki daya dorong yang sangat 
kuat, maka Islam meletakkan kaidah-kaidah hubungan antara laki-laki dan 
perempuan, agar naluri alamiah kemakhlukan tersebut dapat tersalurkan dengan baik 
dan benar sesuai dengan kemuliaan manusia, tanpa harus meniru model penyelesaian 
ala binatang yang tidak terikat dengan suatu kaidah, aturan etika dan moral. 
Pelembagaan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki 
hikmah Ilahiyah.Yakni agar dengan keteraturan dan kebersinambungan generasi 
manusia, mereka dapat menjalankan fungsi kekhalifahan dan memakmurkan bumi ini 
sebagai wujud pengabdian manusia terhadap Tuhannya yang merupakan tujuan utama 
penciptaan manusia. Allah  swt., berfirman dalam QS. Al-Rūm (30) : 21 
        ﻢ                 
                  
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Menurut imam al-Gazaily sebagaimana dikutip Jasim Munalhil Yasin, bahwa salah satu dari 
kemahaluasan  Allah adalah Dia menciptakan manusia dari setetes air, lalu menjadikannya turun 
t murun   ll h ju   m n n mk n   n  n “p ks ” n fsu s  hw t k p    m khluk  s hin    m m ks  
mereka berketurunan untuk menjaga kelestariannya. Ketentuan tersebut selanjutnya mendapatkan 
paying hokum dari Tuhan agar tujuan mulia tersebut berpijak dari proses yang suci pula. Lihat Jasim 
Muhalhil Yasin, al-Tabyan fi ma Yahtaju ilaihi al-Zaujan, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi dan 
Salafuddin dengan judul  Aturan Islam Tentang Kehidupan Seksual Suami Istri (Cet, I; Solo: Era 







“D n  i nt r  t n  -tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri 
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-t n   b  i k um   n  b rfikir ”41  
 
Dengan demikian, hubungan suami isteri merupakan hubungan jiwa dengan jiwa. 
Laki-laki merasa tenteram dengan istrinya dan merasa terhibur dari segala tantangan 
kehidupan. Istri merupakan tempat membagi suka dan duka,   sehingga dengan  
demikian kasih sayang, kecintaan, dan rasa saling membutuhkan menyatu dalam jiwa 
kedua jenis manusia.
42 
Atas dasar ini pulalah sehingga terjadi hubungan kewajiban 
antara keduanya dalam mengarungi perjalanan hidupnya. 
Allah swt., menjadikan mawaddah (kecintaan) dan rahmah (kasih sayang)
43 
sebagai patokan utama keberhasilan suatu rumah tangga. Keluarga sakinah yang 
dimaksud dalam Islam mengarah pada suatu rumah tangga yang harmonis, tidak saja 
dalam wujud kenikmatan sesaat, tetapi kenikmatan di dunia sampai di akhirat.    
Oleh karena itu pernikahan harus sesuai dengan konteks norma agama dan 
norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.  
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Departemen Agama RI,  Al-Qur
‟




Lihat Muhammad Yusuf Musa, al-Islām wa Hājat al-Insāniyat Ilaih (al-Qahirah: Muassasat 
Dar al-Sya
’
b li al-Sihafati wa al-Tiba
’
ati wa al-Nasyr, 1999), h. 2004.  
  
43
Yang dimaksud mawaddah wa rahmah adalah suatu kondisi rumah tangga yang di 
dalamnya terdapat kerukunan dan kebersamaan, tidak saling cekcok satu sama lain, terpeliharanya 
agama dan keimanan serta menghasilkan keturunan yang shaleh dan shalehah sehingga tercipta 





Pernikahan juga harus dilakukan dengan restu berbagai pihak yang terkait khususnya 
kedua keluarga yang akan menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan.   
 Dalam konteks hukum Islam, tahapan tata cara pernikahan tidak selalu 
berdasarkan adat istiadat yang berlaku sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat. Hukum Islam menetapkan dua tahapan inti dalam pernikahan yaitu : 
acara peminangan dan acara pernikahan yang terakhir berlangsung acara ijab qabul.  
Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh 
karena itu hukum perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata 
cara perkawinan semata, melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat 
hubungannya dengan perkawinan itu sendiri sebagai konsekuensi hukum adanya 
ikatan suami istri. 
Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia khususnya bagi 
orang Islam adalah bahwa dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana 
pergaulan hidup manusia yang baik, baik secara individu maupun secara kelompok 
antara pria dan wanita, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 
terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Selain itu, terjadinya 
perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam al-Quran dan 
Sunnah merupakan ibadah di sisi Allah.   
 Dalam kehidupan perkawinan banyak sekali penyebab dan faktor-faktor yang 
dapat mengganggu hubungan suami istri dalam berumah tangga. Namun gangguan 
tersebut sebenarnya dapat dihindari dan diatasi bila yang bersangkutan memiliki 





jangkauan suami isteri untuk mengatasinya, yaitu faktor ekstern berupa sosial dan 
ekonomi. 
Faktor-faktor seperti ini dapat diatasi dengan melakukan perencanaan matang 
sebelum kawin, misalnya dengan melakukan pemilihan jodoh yang ideal dalam 
pengertian bahwa dalam banyak aspek mempunyai kecocokan.
44
  
Berbicara mengenai kesetaraan  atau persamaan, banyak aspek yang menjadi 
dasar. Menurut Imam Malik, yang dikutip H.S.A. Alhamdani, bahwa persesuaian dan 
persamaan itu bisa dilihat dari latar belakang agama dan akhlaknya. Lain halnya 
dengan pendapat Imam Abu Hanifah, imam Syafi
’
i dan imam Ahmad merinci aspek 
kesetaraan dilihat dari latar belakang agama, akhlak, keturunan, kemerdekaan dan 
kekayaan.
45
   
Meskipun ulama-ulama mazhab berselisih faham tentang unsur-unsur yang 
menjadi ukuran kesetaraan, namun mereka sepakat bahwa adanya persyaratan 
kesetaraan dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan 
keluarga yang harmonis.   
Dalam acara peminangan kedua calon mempelai ditanya tentang persetujuan 
untuk saling membina  rumah tangga. Inilah aturan agama yang biasanya diabaikan 
oleh kedua orang tua calon mempelai. 
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ANALISIS TERHADAP ADAT PEMINANGAN DALAM PERKAWINAN DI 
KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM 
TINJAUAN HUKUM ISLAM 
 
A. Gambaran Umum  Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. 
1. Sejarah singkat Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. 
Berdasarkan catatan sejarah bahwa penduduk yang mendiami daerah Tojo 
Una-una di bawah kekuasaan raja-raja yang terdiri dari Raja Tojo Una-una, Raja 
Tojo, Raja Poso, Raja Mori, Raja Bungku dan Raja Napu. Keenam wilayah kerajaan 
ini tunduk pada tiga pengaruh kerajaan besar, yakni wilayah selatan tunduk pada 
kerajaan Luwu berkedudukan di Palopo, wilayah timur tunduk pada kerajaan Ternate 
dan wilayah utara tunduk pada kerajaan Sigi di Donggala. Kecamatan Ampana Kota 




Pada tahun 1880, pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi bagian utara mulai 
menguasai wilayah Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk 
melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi. Kemudian pada tahun 1905-1918, 
Pemerintah Hindia Belanda menetapkan wilayah Tojo Una-una termasuk wilayah 
keresidenan Manado yang disebut dengan Onderafdeeling (Kewdanaan) meliputi: 
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Pemerintah Daerah Tingkat II Poso, Monografi Kabupaten Poso 1994 (Bappeda Tingkat II 
Poso, 1994), h. 1.  





Tojo Una-una dan Poso. Kedudukan raja-raja tetap dipertahankan dengan sebutan 
Relfbestuurs-gebieden dengan berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah Belanda yakni Relfbestuurnegalen.  
Sejak tanggal 2 Desember 1948, daerah otonomi Sulawesi Tengah terbentuk 
meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso. Selanjutnya Afdeeling Poso 
meliputi Landschap poso dan Lage, Lanschap Lore, Lanschap Tojo dan Lanschap 
Una-una. Dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah, 
maka pada tahun 1952, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1952 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Sulawesi Tengah yang terdiri Ondeafdeeling 
Donggala, Palu, Parigi dan Toli-toli dengan ibukota Luwuk.
2
 
Dari beberapa catatan sejarah inilah diketahui bahwa Kecamatan Ampana 
Kota Kabupaten Tojo Una-una merupakan wilayah yang sejak zaman kerajaan sudah 
berdiri. Pada tanggal 18 Desember 2003 terbitlah Undang-undang RI Nomor 32 
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi 
Tengah. Pada tanggal yang sama UU RI No. 32 Tahun 2003 diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 147, dan ditandatangani 
oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia.
3
 Kecamatan Ampana 
Kota yang sebelumnya termasuk wilayah yang ada di Kabupaten Poso kini menjadi 
kecamatan wilayah Kabupaten Tojo Una-una. 
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Hasan M. Hum, Nuraedah, Wilman Darsono Lumangino, Sejarah Tojo Una-una (Cet. I; 





2. Keadaan Penduduk 
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2009, masyarakat yang mendiami 
Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una berjumlah 34.187 jiwa.
4
 
Penyebaran penduduk ini terdapat dalam enam Kelurahan, yakni Kelurahan 
Uentanaga Atas, kelurahan Uentanaga Bawah, Kelurahan Dondo, Kelurahan Bailo, 
Kelurahan Ampana dan Kelurahan Malotong, serta terdapat dalam lima Desa, yakni 





NO DESA JUMLAH KETERANGAN 
1 Desa Sansarino 2.608 
Kecamatan Ampana 
Kota Kabupaten Tojo 
Una-una terdiri dari 6 
Kelurahan dan 5 Desa 
2 Kelurahan Malotong 3.281 
3 Kelurahan Bailo 2.908 
4 Kelurahan Ampana 3.944 
5 Kelurahan Uentanaga Atas 5.338 
6 Desa Sumoli 2.385 
7 Kelurahan Uentanaga Bawah 3.796 
8 Kelurahan Dondo 4.271 
9 Desa Labuan 1.881 
10 Desa Padang Tumbuo 1.627 
11 Desa Sabulira Toba 2.148 
Jumlah 34.187 
 (Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-una, 2010) 
 
 Dari tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar tinggal di 
Kelurahan Uentanaga Atas, yakni sebanyak 15.61%, Kelurahan Dondo sebanyak 
12.49%, Kelurahan Ampana sebanyak 11.68%, Kelurahan Uentanaga Bawah 
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sebanyak 11.10%, Kelurahan Malotong sebanyak 9.59%, Kelurahan Bailo sebanyak 
8.51%, Desa Sansarino sebanyak 7.63%, Desa Sumoli sebanyak 6.98%, Desa 




3. Kedaan Agama dan Sarana Ibadah 
Seiring dengan laju pertambahan penduduk Kecamatan Ampana Kota 
Kabupaten Tojo Una-una yang setiap saat mengalami pertambahan, maka jumlah 
penduduk ditinjau dari segi pemeluk agama mengalami peningkatan. Hal ini 
disebabkan karena proses perkawinan maupun adanya warga masyarakat yang datang 
menengok keluarganya, tetapi karena melihat potensi perekonomian yang cocok, 




NO DESA AGAMA 
ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU BUDHA 
1 Sansarino 2.599 9 - - - 
2 Malotong 3.250 31 - - - 
3 Bailo 2.899 9 - - - 
4 Ampana 3.775 161 8 - - 
5 Uentanaga Atas 5.255 40 34 9 - 
6 Sumoli 2.335 50 - - - 
7 Uentanaga Bawah 3.194 298 231 - 73 
8 Dondo 4.264 4 - 3 - 
9 Labuan 1.864 17 - - - 
10 Padang Tumbuo 1.627 - - - - 
11 Sabulira Toba 2.143 5 - - - 
Jumlah 33.205 624 273 12 73 
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Dari tabel keadaan agama diketahui bahwa dari jumlah penduduk Kecamatan 
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan prosentase pemeluk agama 
adalah Islam sebesar 97.13%, Kristen sebesar 1.83%, katolik sebesar 0.80%, Hindu 
sebesar 0.035%, dan Budha sebesar 0.21%. Dari sini diketahui bahwa mayoritas 
penduduknya adalah beragama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, dan 
Budha.Jumlah penduduk Islam terbesar terdapat di Kelurahan Uentanaga Atas 
sebesar 15.83%, di Kelurahan Dondo sebesar 12.84%, di Kelurahan ampana sebesar 
11.37%, di Kelurahan Malotong sebesar 9.79%, di kelurahan Uentanaga bawah 
sebesar 9.62%, di Kelurahan Bailo sebesar 8.73%, di Desa Sansarino sebesar 7.83%, 
di Desa Sumoli sebesar 7.03%, di Desa sabulira Toba sebesar 6.45%, di Desa Labuan 
sebesar 5.61% dan di Desa Padang Tumbuo sebesar 4.90%. 
 Istilah mayoritas dan minoritas sebenarnya tidak dikenal oleh masyarakat, 
sebab masyarakat kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una merupakan 
masyarakat sangat toleran, menghargai setiap perbedaan, serta menjunjung tinggi 
nilai-nilai persaudaraan. Hal ini dapat dibuktikan, ketika terjadi konflik horizontal 
yang berujung pada konflik agama di Kabupaten Poso, Kecamatan Ampana Kota 
Kabupaten Tojo Una-una yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso tetap 
dalam konsep kebersamaan. 
 Adapun sarana Ibadah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo 
Una-una tahun 2010 berjumlah 56 buah. Banyaknya sarana Ibadah ini merupakan 





Una-una terhadap eksistensi keberagamaan.
6
 Keadaan sarana Ibadah dapat dilihat 





ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU BUDHA 
MASJID GEREJA GEREJA PURA VIHARA 
1 Sansarino 3 - - - - 
2 Malotong 5 - - - - 
3 Bailo 5 1 - - - 
4 Ampana 5 3 - - - 
5 Uentanaga Atas 6 2 - - - 
6 Sumoli 2 - - - - 
7 Uentanaga Bawah 4 1 3 - - 
8 Dondo 4 1 - - - 
9 Labuan 3 - - - - 
10 Padang Tumbuo 3 1 - - - 
11 Sabulira Toba 3 - - - - 
Jumlah 43 9 4 - - 
(Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Unna-una, 2010) 
 Dari tabel tersebut diketahui bahwa banyaknya pembangunan sarana Ibadah 
karena sikap masyarakat yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan, 
dan juga merupakan manifestasi dari sikap toleran masyarakat Kecamatan Ampana 
Kota Kabupaten Tojo Una-una terhadap eksistensi keberagamaan, dan hal ini 
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B. Pelaksanaan  Adat Peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo 
Una-una 
Peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una adalah hal 
yang sudah sering terjadi, karena peminangan itu merupakan satu kesiapan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan perkawinan. Dalam acara peminangan tidak sedikit 
terjadi  peminangan beda suku. Keadaan seperti ini terjadi karena masyarakat 
Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una adalah masyarakat yang sangat 
majemuk dengan datangnya para imigran dari Sulawesi Selatan, Gorontalo serta dari 
Pulau Jawa, dan daerah-daerah lainnya. Karena itu hubungan social kemasyarakatan 
sudah terjalin erat, yang pada akhirnya turut memberikan andil terjadinya perkawinan 
beda suku. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-
una dengan informan berjumlah 9 orang, tokoh adat suku Taa berjumlah 3 orang, 
tokoh adat suku Gorontalo berjumlah 3 orang, dan tokoh adat suku Bugis berjumlah 3 
orang. 
Untuk mengetahui adat masyarakat Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo 
Una-una dalam hal adat peminangan dalam perkawinan dapat diuraikan sebagai 
berikut:  
1. Pemilihan Jodoh  
Problematika pemilihan jodoh bagi masyarakat Ampana Kota dipandang 
sangat mendasar, sebelum waktu pelaksanaan pernikahan dilaksanakan, pihak laki-





sebaliknya pihak perempuan wajib menentukan seorang jejaka yang menjadi 
pilihannya, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh seorang informan Denan T. 
Lasima bahwa: 
“Secara umum pemilihan jodoh ini ialah perkenalan muda mudi saat ingin 
melamar sudah biasa dilakukan, hal ini untuk mengetahui hal ikhwal kedua 
calon. Dalam perkenalan jika tidak ditemukan ketidak cocokan maka 
hubungan perkenalan tidak berlanjut” 7  
  
Perkataan informan di atas berlaku bagi setiap laki-laki maupun permpuan 
tanpa diketahui oleh kedua orang tua dan hal seperti ini merupakan suatu keharusan 
(kebiasaan/adat) yang tidak tertulis tetapi dilakukan oleh semua orang. Apabila 
terdapat kecocokan pada kedua calon pasangan maka rencana pelamaran atau 
peminangan bisa dilaksanakan. 
Perlu diketahui bahwa selain kecocokan yang ditemukan pasangan tadi, perlu 
juga diketahui oleh pihak keluarga tentang keadaan seorang perempuan atau keadaan 
seorang laki-laki. 
Hal lain yang cukup menjadi acuan antara lain seorang perempuan atau 
seorang laki-laki harus memiliki empat macam kriteria, yaitu: mengerti ajaran agama, 
berakhlak baik, cantik fisik, dan berasal dari keturunan baik-baik.
8
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Keempat kriteria ini, menurut kepercayaan masyarakat Ampana Kota apabila 
seseorang memilikinya, kelak dikemudian hari akan melahirkan dan mendatangkan 
manfaat seperti:  
a. Apabila kedua mempelaimengerti agama, maka diharapkan dalam menjalin 
hubungan rumah tangga keduanya memiliki kesanggupan untuk mengemudikan 
bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah.   
b. Memiliki akhlak mulia, diharapkan kepada mereka setelah berumah tangga akan 
selalu memiliki tingkah laku dan budi pekerti yang luhur. 
c. Memiliki kecantikan fisik, akan melahirkan keturunan yang serupa.   
d. Berketurunan baik, diharapkan akan dapat dipandang di Masyarakat.9   
2. Peminangan. 
Dalam peminangan terdapat beberapa prosedur yang ahrus dilalui, yaitu: 
a. Menyampaikan hasil pembicaraan, tahap ini orang tua laki-laki mengutus 
sejumlah orang untuk pergi ke rumah orang tua perempuan dengan maksud 
menyampaikan hasil pembicaraan (hasrat) sekaligus melihat dari dekat gadis 
yang akan dipinang. Setelah diadakan pembicaraan kedua belah pihak, maka 
pihak perempuan meminta waktu untuk membuat persiapan seluruh keluarga 
dalam penyambutan peminangan. Setelah berselang beberapa hari pihak laki-laki 
datang lagi untuk tahap kedua untuk mencari tahu apakah pinangan mereka 
diterima atau ditolak. 
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b. Mengantar pinangan. 
Kunjungan ini telah jelas bahwa pihak laki-laki siap diterima oleh pihak 
perempuan maka dimulailah peminangan menurut adat masyarakat muslim, isi 
pinangan berupa perlengkapan alat shalat untuk seorang perempuan serta 
sejumlah perhiasan yang didasarkan atas kemampuan pihak laki-laki.
10
 
Wilayah Kecamatan Ampana Kota terdapat beberapa suku, tetapi yang sangat 
dominan adat peminangan dalam perkawinan adalah suku Taa, suku Gorontalo, dan 
suku Bugis.    
1. Pelaksanaan Adat Peminangan dalam Perkawinan Menurut Suku Taa 
Untuk mengetahui tata cara peminangan dalam perkawinan di Kecamatan 
Ampana Kota menurut suku Taa, penulis paparkan dari hasil wawancara dengan para 
informan, sebagai berikut: 
Apabila seorang laki-laki ingin meminang dan menikahi seorang gadis maka 
harus melalui beberapa tahap seperti: 
Pertama mencari informasi awal, kedua peminangan, ketiga salandoa atau 
penyampaian, keempat antar harta, dan kelima pernikahan (perkawinan).
11
   
Peminangan diawali dengan keluarga pihak laki-laki membuat satu 
perencanaan (mencari jodoh) dengan lewat jalur muhadat yang ada dijalur 
Tanah Rato (daratan Ampana dari Malotong-Masapi) wilayah dahulu. 
Sebelum acara peminangan keluarga mempelai laki-laki harus membawa 
tonsi-tonsi (satu baki). Isi Tonsi-tonsi yaitu sarung batik dan berguna untuk   
pembuka jalan sebelum merencanakan peminangan, atau bisa disebut juga 
sebagai kenang-kenangan atau perjumpaan awal keluarga. Setelah ada 
kesepakatan, maka baru direncanakan acara peminangan, mempersiapkan 
alat-alat peminangan dan juga kapan waktu  Peminangan akan dilaksanakan.  
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Peminangan (Kapongo) harus menyiapkan tempat pinang (Salapa), salapa 
tersebut berisi: 
1. Daun Sirih 
Isi Daun Sirih tersebut harus ganjil seperti 3 (Tiga), 5 (Lima), atau 7 
(Tujuh). Tapi yang sering dipakai adalah 5 (Lima) lembar. Daun sirih 
adalah sebagai simbol dari kulit manusia. 
2. Buah Pinang 
Buah Pinang ini juga harus ganjil seperti daun sirih dan buah pinang ini 
tidak boleh dikeluarkan dari tangkainya dan ujung pantatnya harus 
dipotong. Hal ini menandakan bahwa mempelai laki-laki sudah disunat 
(dikhitan). Buah Pinang adalah sebagai simbol dari daging manusia. 
Kalau tidak ada buah pinang bisa juga diganti dengan Gambir. 
3. Tembakau (Tabako) 
Tembakau ini yaitu tembakau  yang ditanam dan diiris langsung, tetapi 
kalau tidak ada boleh diganti dengan tembakau rokok. Tembakau adalah 
sebagai simbol dari urat manusia. 
4. Kapur Sirih (secukupnya) 
Kapur Sirih adalah sebagai simbol dari tulang dan sumsum manusia. 
Perlengkapan peminangan itu adalah melambangkan satu badan manusia 
atau dalam bahasa Taa disebut Skoro.   
 Jadi di atas Kapongo (di dalam Salapa) harus ada rupiahnya dan rupiah 
tersebut kalau Rp.1.000,- nilainya Rp. 1.000.000,-, kalau Rp.10.000,- nilainya 
Rp.10.000.000,-. 
 Kapongo tersebut dibungkus dengan kain putih dan diikat dengan benang. 
Ikatan tersebut biasanya 3 (Tiga) susun ikatan yang mengandung arti 3 (Tiga) 
malam harus sudah mendapat kepastian bahwa peminangannya diterima atau 
ditolak. Tetapi ada juga Kapongonya yang tidak diikat dengan benang tetapi 
menggunakan peniti, agar kalau membuka pinangan dan langsung dapat 
diketahui jawabannya. Jadi tidak harus menunggu sampai 3 (Tiga) malam.  
 Tonsi-tonsi itu kalau tidak dibuka atau dikembalikan mengandung arti 
tidak diterima atau ditolak. Setelah selesai acara peminangan masih ada acara 
yang kedua yaitu membawa harta atau dalam bahasa Taa Salandoa ( Perahu 





 Tata cara peminangan suku Taa, menurut informan yang lain, yakni 
Bapak Husen Rato, tokoh adat suku Taa yang ada di Kecamatan Ampana Kota 
Kabupaten Tojo Una-una, menuturkan: 
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Sebelum acara peminangan, orang tua dari pihak laki-laki bertamu kepada 
rumah seorang gadis yang akan dipinang dan menanyakan bahwa gadis itu 
sudah ada yang meminang atau belum? tetapi dengan bahasa isyarat atau 
kiasan. Kalau belum ada maka orang tua laki-laki langsung memberitahukan 
kepada orang tua perempuan bahwa dia akan datang lagi dengan membawa 
pinangan dan waktunya bisa terjadi 3 malam, 7 malam dan kalau keadaan 
terpaksa bisa 9 malam, karena dengan interval waktu tersebut bisa saja 
keluarga perempuan yang pada awalnya menolak kemudian berubah menjadi 
menerima pinangan. Kunjungan yang kedua adalah Salandoa (pembicaraan 
kedu belah pihak), isi Salandoa berupa pakian perempuan dan perlengkapan 
lainnya. Pada waktu kunjungan kedua inilah dibacarakan berapa uang yang 
akan diserahkan untuk biaya pesta pernikahan, tapi sekurang-kurangnya Rp. 




 Kalau terjadi peminangan beda suku yaitu dilakukan dengan 
musyawarah, tetapi pada umumnya  mereka melihat dari suku mana mempelai wanita 
itu? maka adat mempelai wanita yang harus diikut.
14 
 Adat peminangan diawali dengan pembicaraan orang tua kedua belah pihak, 
kemudian setelah ada kesepakatan maka mulailah dengan peminangan itu..
15
 Adat 
suku Taa mengacu kepada adat Toraja.
16
 
 Dalam acara peminangannya suku Taa selalu menggunakan pantun-pantun. 
Contoh pantun dalam acara peminangan : 
 Tonzi fuko in jela   Burung tanda telah datang 
 Mngkeni oni mnasa   Membawa Kabar Gembira 
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 Mpak jela nian daya   Menyampaikan Hasrat Hati 
 Manglivu Bunga-bunga  Mencari Bunga Kembang  
 Tgou ovo in rampe   Burung Tekukur baru singgah 
 Mamptove vuam pae   Bermain Buah Padi 
 Ane naka baempae   Kalau padi sudah jadi 
 Kami damangumpu rante  Kami ingin meminang 
 Ane tudu re’bone runa  Kalau sudah sepakat 
 Tuvu ja rapaknasa   Menjalani hidup dengan baik 
 Bara mbeyu bara mnga’a  Walaupun berat atau ringan 
 Sama-sama mam psa’a  Sama-sama menjalaninya 
 Vetu lengko ntau tu’a   Begitu perilaku orang tua kita 
 Na pitu indo pe pa’a   Sebagaimana amanah ibu dan ayah 
 A ne mlinja smba’a pangka  Jikalau melangkah bersama-sama 
 Mngkoni smba’a pingga  Makan sepiring berdua17 
 
Pantun tersebut menceritakan tentang meminang serta menjalin rumah tangga dengan 
kasih sayang, sekarang sudah dipopolerkan lewat Album Taa Tojo Una-una. 
2. Pelaksanaan Adat Peminangan dalam Perkawinan Menurut Suku Gorontalo. 
Suku Gorontaloadalah salah satu suku yang cukup besar jumlahnya yang 
berdomisili di Kecamatan Ampana Kota, mempunyai adat berbeda dengan suku Taa. 
Suku Gorontalo apabila melakukan peminangan terlebih dahulu dilakukan 
musyawarah yang diistilahkan dengan Dulohupa. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan informasi awal dalam rangka menuju jenjang peminangan. Dalam 
musyawarah terdapat kata mufakat diantara kedua belah pihak, maka dapat 
dilanjutkan dengan peminangan yang disebut dengan motolobolango.  Dalam acara 
peminangan ini tidak berbeda dengan adat peminangan suku-suku lain yang ada di 
Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, yakni dengan mengajukan kotak 
pinang yang berisi: pinang, sirih, gambir, dan tembakau. Ini disebut tonggu. Hanya 
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saja pada saat menentukan jumlah harta (biaya) pada acara pernikahan nanti terdapat 
perbedaan dengan suku Taa, dimana suku Gorontalo ketentuan jumlah harta yang 
akan diberikan kepada pihak perempuan ditandai dengan uang ribuan
18
. Apabila yang 
diajukan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berarti kesanggupan laki-laki 1 Juta rupiah. 
Dengan demikian Rp. 1.000,- berbanding Rp. 1.000.000,- kalau yang diajukan Rp. 




Pada saat mengantarkan harta harus disertai dengan tiga baki atau satu baki 
(dulang) jeruk manis, dua baki nanas, tiga buah nangka, dua baki tebu yang sudah 
dipotong-potong dan tiga buah tunas kelapa. Semua ini merupakan ketentuan yang 
harus dipenuhi dalam suku Gorontalo pada saat peminangan. 
Pada saat pernikahan (akad nikah) pihak mempelai laki-laki 
mempersembahkan kotak wangi-wangian dan seperangkat pakaian lengkap untuk 
mempelai perempuan, ini disebut dengan topahula. 
Salah satu adat yang cukup menarik pada suku Gorontalo yang ada di 
Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una adalah setelah mempelai laki-laki 
selesai melaksanakan ijab qabul (akad nikah) maka mempelai laki-laki akan 
memasuki kamar mempelai perempuan dengan takbir terlebih dahulu lalu 
melemparkan uang ke dalam kamar sebagai pembuka kamar. Kalau hal ini tidak 
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dilakukan maka mempelai perempuan tidak akan membuka kamarnya, ini disebut 
dunggalo. Selanjutnya mempelai perempuan belum bisa dibawa ke rumah mempelai 
laki-laki sebelum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
20
 
a. Membayar uang memindahkan bantal guling sebesar 40 sen atau Rp. 400,- ini 
diistilahkan limbate lahuheputo. 
b. Membayar uang membuka celana perempuan 40 sen atau Rp. 400,- diistilahkan 
dengan wo’adu tatala. 
c. Menurunkan kelambu dengan membayar Rp. 320,- yang diistilahkan dengan 
podehu lokolambu. 
 Apabila semua ini sudah terpenuhi maka perempuan (istri) baru bersedia 




1. Makna Atribut Adat/Benda Budaya  
a) Sirih, melambangkan urat, bermakna hubungan kekerabatan. 
Pinang, melambangkan daging, bermakna penyempurnaan. 
Gambir, melambangkan darah, bermakna semangat. 
Kapur, melambangkan tulang, bermakna kekuatan. 
Tembakau, melambangkan bulu roma, bermakna perasaan keikhlasan 
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b) Tapahula bermakna pelaksanaan adat, kain sejenis sutera bermakna 
kesiapan pakaian pengantin. 
c) Toyunga bilalanga atau payung kebesaran, bermakna kemuliaan adat.22 
2. Busana Adat 
a) Busana adat yang dipakai oleh sang gadis calon pengantin, memakai 
Walimolo, to huwali lo humbiyo (kamar adat) duduk di ranjang 
berkelambu adat. 
b) Busana adat yang dipakai oleh Luntu Dulungo Layi’o, Luntu Dulungo 
Wulato, adalah Bo’o Takowa Kiki, sarung terikat di pinggang, memakai 
kopiah hitam. 
c) Busana yang dipakai oleh kaum Bapak, pada umumnya berlengan 
panjang, celana panjang, memakai kopiah, dan kaum ibu, memakai kebaya 
dan batik, kain penutup (Wuloto), sedangkan kebaya, bide lipa-lipa, wulo-
wulota bate (untuk payu lo limutu). Busana ini adalah busana dari orang 
tua laki-laki, sebagai utusan anaknya.  
3. Transaksi Adat/imbalan jasa:   
a) Berupa sedekah berdasarkan keikhlasan dari pihak keluarga laki-laki, 
diberikan Luntu Dulongo Layi’o, atas kesediaannya menjadi juru bicara 
pada acara adat Motolobolango. 
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b) Berupa sedekah berdasarkan keikhlasan dari pihak keluarga perempuan 
diberikan kepada luntu Dulungo Walato, atas kesediaannya menjadi juru 
bicara pada acara adat Motolobolango.
23
   
Tata cara pelaksanaannya : 
 Rombongan pemangku adat pihak keluarga laki-laki tiba di halaman/ jalan 
depan rumah pihak keluarga perempuan. Dua orang pemangku adat memaklumkan 
kepada para utusan keluarga perempuan bahwa adat Motolobolango (peminangan) 
akan dinaikkan atau dimulai. 
 Rombongan adat tiba memasuki serta duduk pada ruangan persidangan adat, 
pada saat kedua belah pihak berhadapan yakni utusan pihak keluarga mempelai 
wanita (Luntu Dolango Wolato) maka utusan pihak keluarga calon mempelai laki-laki 
memberikan isyarat dengan gerak sebagai permohonan izin kepada juru bicara utusan 
keluarga calon mempelai wanita untuk memulai pembicaraan.
24 
  
 Kegiatan ini didahului dengan penyerahan suguh-suguhan berupa uang satu 
Real yang terisi pada Tapalu (tempat suguhan) sebagai tanda untuk memulai 
berbicara (suguhan Huo Lo Ngango). Setelah suguhan huo lo ngango diterima oleh 
juru bicara utusan pihak keluarga wanita, barulah pembicaraan dimulai dengan 
didahului molubo (memberi hormat) kepada Taa Tombuluwo (pembesar negeri). 
Susunan pembicaraan adalah sebagai berikut : 
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 Utusan laki-laki : 
 
 Amiyatiya matilumupalo          Kami telah hadir di tempat ini 
 Wawu maa mayi lopo ilalo          Dan telah memberi tahu 
Maa longatayi dalalo Serta sudah meratakan jalan 
Wawu maa iziniyalo Kiranya sudah memperoleh izin 
 Waluwo uma mowali loiyado          Adat hajat yang akan disampaikan 
 Wanu maa iziniya           Dan bila sudah dikabulkan 
 Loito wutato lo utoliya          Oleh juru bicara pihak keluarga 
 Mohile maa molumula moloiya         Kami akan memulai pembicaraan 
 
 Utusan Wanita : 
 
 Tomulo lou dipo iziniya          Sebelum diizinkan 
 Ito wutato utoliya           Saudara utusan keluarga 
 Ami yato tiya donggo maloyiliya         Kami melaporkan dulu 
 Ode tili mohuwaliya           Serta kepada kelurga dan 
 Bubato hihadiriya           Pembesar negeri yang hadir
25  
 
 Utusan dari pihak keluarga wanita langsung mengubah posisi duduknya 
seperti duduk pada tahiyat awal, kemudian molubo (memberi hormat) kepada Taa 
Tombuluwo (pembesar negeri) dan sesudah itu menyampaikan kata-kata sebagai 
berikut : 
 Amiyati mopo owoli mayi Olanto eya         Kami laporkan kepada Tuan 
 Wolo mongo wutatonto eya Dan saudara sejawat dengan 
Tuan 
 Wolo mongo tiyamanto wolo            Dan kepada Bapak dan Ibu 
 mongo tiyanto eya 
 Utoliya luntu dulunga layio           Utusan keluarga pria (laki-laki) 
 Mamo hile molumula polotio        Sudah bermohon untuk 
memohon untuk memulai 
pembicaraan 
Eyanggu  Tuanku 
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 Setelah itu luntu dulungo wolato (utusan pihak keluarga wanita) kembali pada 
acara semula dilanjutkan kata-kata sebagai berikut : 
 Tou watotiya maa lo layiliya   Setelah kami melaporkan 
 Ode tili mo huwaliya   Kepada para hadirin 
 Ode bubato wawu ongongalaa          Kepada pembesar negeri 
 Hihadiriya            Dan keluarga yang hadir 
 Ito debo maa iziniya            Saudara sudah diberi izin 
 Molumula moloiya           Untuk memulai pembicaraan 
 Ito debo maa iziniyalo           Saudara akan diizinkan 
 Wanu woluwo loiya maa biyabotalo         Kalau ada kata yang dituturkan 
 Wanu ito maa mo monggato           Kalau saudara akan mulai 
 Wuudu u maa pohulato Dengan tutur kata adat kami 
menanti 
 




 Alhamdulillah amiyatiya           Syukur kepada Allah 
 Maa loo toduwo dalalo           Kami telah memperoleh jalan 
 Uma mowali polenggotalo           Untuk melanjutkan pembicaraan 
 Bou tomulolo lou diipo molenggota          Tapi sebelum kami melanjutkan 
 Ami yatiya mo maapu           Kami mohon maaf 
 Bolo woluwo u hilapu            Apabila ada yang hilap 
 Maapu lami yato tiya            Permintaan maaf kami 
 Ode mongo dulaa wawu           Kepada para Bapak dan 
 Mongo wutatu hihadiriya           Saudara-saudara yang hadir 
 Polu-polutuo ode wutata utoliya Terutama kepada saudara 
utusan/jubir 
 Dee bolo ami yato tiya           Seandainya kami ini 
 Tala yilawadu             Akan menyampaikan pertanyaan 
 Meyambola tala lumadu Atau menggunakan kata 
perumpamaan 
Bolo tala habari   Akan menanyakan sesuatu 
Meyambola tala lapali   Atau menyampaikan lafaz 
Tuudu diila taa odelo ito   Bukanlah orang seperti anda 
Wolo mongo wutatonto Dengan saudara-saudara yang 
hadir 
Taa dongo he yilawadulo   Yang masih dipertanyakan 
He lumadulo   Diumpamakan 
He habariyolo   Masih dicari-cari 
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He lapaliyolo   Dan diistilahkan 
Wau olo diila ta odelo amiyatiya   Dan bukanlah orang seperti kami 
Taa donggo mehihaba-habariya   Yang lagi minta kepastian 
Hi yila-yilawade   Mengajukan pertanyaan 
Wawu hi luma-lumade Yang menggunakan 
perumpamaan 
Boo donggo odito payu lou   Tapi masih demikianlah 
Duluwo mohutato   Ikatan persaudaraan kedua negeri 
Wawu dila huwayapo Apabila tidak memakai 
perumpamaan 
Dila moo toduwo baato   Tidak memperoleh tanda 
Umali mo poo patato   Yang memberi kenyataan 
Wanu diila humayalo   Kalau tidak diibaratkan 
Diila moo toduwo dalalo   Tidak memperoleh jalan 
Umali po lenggotalo   Untuk melanjutkan kata-kata 
 




Amiyati tawu botulo   Kami adalah tamu 
Mo maapu mulo-mulo   Mohon maaf lebih dulu 
Diila lumbula lumbulo Jangan dipandang sebagai 
pengganggu 
Diila bubuheti wulo   Jangan diberatkan beban 
Bomayi moti dudulo   Hanya untuk mendekatkan diri 
Maapu boli maapu   Maaf sekali lagi maaf 
Bolo woluwo u hilapu   Bila ada yang hilaf 
Maapu poo-poo data   Maaf sekali maaf 
Tuudu donggo manusia biasa   Maklum masih manusia biasa 
Donggo mo data u olipata   Lagi banyak hal yang terlupakan 
Moharapu potuhata   Mengharapkan petunjuk 
Alihu ito mowali basarata   Supaya kita jadi terpadu 
Wanu ito basarata   Bila kita terpadu 
Huidu mowali data   Gunungpun menjadi dataran 
Mongo pulu hitanggapa   Para pembesar negeri ikut restui 
 
Kemudian utusan laki-laki melanjutkan pembicaraan sebagai berikut : 
 
U mulo-mulo yilawadu lami yatiya   Yang pertama kami tanyakan 
Olanto wutato otoliya Kepada saudara utusan/juru 
bicara 
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Bolo woluwo ongongalaa pilo layiliya Bila ada keluarga yang 
diharapkan 
Wawu dipolu hi hadiriya   Dan belum hadir 
Ongongalaa tilorluwo   Keluarga yang diundang 
Wawu diipo yiloluwo   Belum kunjung datang 







Alhamdulillah ti utoliya   Segala puji bagi Allah 
Duta-dutaa toyilawadu   Utusan berpijak pada pertanyaan 
Wanu bilohelo lo titiloo   Bila dipandang dari kehadiran 
Debo woluwo bubato maa   Sudah ada pejabat dan 
Lee huloo   Undangan yang hadir 
Wanu to bayahiyo lo toduwo Tapi dipandang dari segi 
undangan 
Debo woluwo taa dipooluwo   Masih ada yang belum hadir 
Bo humaya odelo tuladu   Tapi diumpamakan seperti surat 
Demaa tomatangola bua-buadu   Akan dinantikan sudah terbuka 
Wanu odelo kitabi   Kalau seperti kitab agama 






Alhamdulillah   Segala puji bagi Allah 
Amiyatiya maa loo toduwo dalalo   Kami sudah memperoleh jalan  
Uma mowali polenggotalo   Untuk melanjutkan pembicaraan 
Bo tomulolo lou diipo molenggoto   Sebelum kami melanjutkan 
Peentapo amiyatiya mo Mohilawadu Sekali lagi kami mohon 
kepastian 
Olanto wolo mongo wutatonto Kepada saudara utusan dan 
pendampingnya 
To owoluwo lo ito wolo mongo   Di antara saudara para 
Wutatonto hihadiriya Utusan yang berhadapan dengan 
kami 
Lo tomatanga olamiyatiya Yang telah menantikan 
kedatangan kami 
Yila hima lo sadiya   Menanti dengan siap sedia 
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Lo sadiya lo dapato   Siap sedia dengan tertib 
U siladiya dilapato   Yang disiapkan dengan tertib 
Lo uduluwo mohutato   Dari kedua belah pihak keluarga 
Maa totudu lo wumbato   Sudah tersedia di atas permadani 
To wolato lomongo dulaa wawu   Di antara saudara para utusan 
Mongowutato 
Tanu taa toonu taa luntu   Siapa yang bertindak 
Dulungo wolato   Sebagai juru bicara 
Ele poonu maa dapa-dapato   Walaupun seluruhnya siap sedia 
Hi pipide hi duota   Duduk dengan tertib adat 
Tanu laa loonu lamodihu longgota Siapa gerangan yang memegang 
tambuk pembicara 
Utusan laki-laki : 
 
Amiyatiya ngololota   Kami beberapa orang 
Hi huloa hi piduota   Duduk dengan tertib adat 
De mo bubulota   Nanti bergiliran 
U modihu tonggota   Memegang tambuk pimpinan 
Ti utoliya yila-yilapiyati   Utusan pria mohon ketegasan 
Openu bo ngota mopayutayi Biarlah salah seorang dulu yang 
tampil 
Wanu modiyanuhe toyunuta   Kalau memperhatikan 
Lo loiya lo payu lo lipu bopotiya Utusan pembicaraan dan 
ketentuan adat negeri 
Boheli ito wawu watiya   Barulah saya dan saya 
Ta maa motinggayiya Yang sudah sepaham dan 
sepadan 
Wanu ito mohile mopoopatato   Kalau utusan mohon ketentuan 
Ta mulo-mulo umali   Siapa yang lebih dahulu 
Luntu dulungo wolato   Sebagai tambuk pimpinan 
Wunuhelo ta baato   Lihatlah pada perilaku 
To batanga diila molulato Yang berperawakan tidak terlalu 
tinggi 






Alhamdulillah   Segala puji bagi Allah 
Maa lopatato olamiyatya   Sudah jelas bagi kami 
To owo luwo lotahi hadiriya   Di antara para hadirin 
                                                          
30





Taa buhulo umowali utoliya Yang pertama-tama jadi juru 
bicara 
Ta manja-manja mopiya   Orang yang gagah perkasa 
Taa bohu lo luntu dulungo wolato Yang lebih dahulu sebagai 
utusan 
Olamiyatiya maa lo patato   Bagi kami sudah jelas 
Taa bohu lo uluntu dulungo wolato Yang pertama-tama sebagai 
utusan/juru bicara 
Alihu ito maa mo dapato Agar kita akan bersiap 
Ngopangge lo adati to wombat   Setangkai adat yang terpapar 
Maa popo toopuwolo to mongo wutato Akan diserahkan pada saudara 
De uwito yito tonggulo wungguwo   Yaitu adat pembuka kata 
Tuwoto u maa le helumo   Sebagai tanda sudah sepakat 
Mopo tuwawu lo dulungo   Menyatukan pendapat 






Utiya huo lo ngango   Ini adat pembuka kata 
Amiyatiya ulipu   Kami para pemangku adat 
Maa ama-amango   Sudah sepakat 
Ma tima timamango   Sudah siap menantikan 
Adati lo tolobolango Adat pembuka kata dalam 
peminangan 
Malo tuwa tuwango   Yang sudah terisi 
To pomama diluango   Pada wadah yang khusus 
Tiya maa huolo   Ini akan dibuka 
Ito maa toduwolo   Saudara dipersilahkan 
Otumulo dunggolo   Maaf tetaplah ditempat 
Odito uma pututalo   Semoga akan terkabul  
 
Demikian yang akan disepakati. 
 
Utusan laki-laki :  
 
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Alhamdullahi Rabbil Alamin, wabihi nastainu ala umurid dun-ya waddin, 
wassalatu wassalamu alaa saidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi 
ajmain. 
Syukuru wawu dewo popolayi onto mola ode hadrati liyo eya o huuwo lo 
alamu mo aamilala, ima-imato mayi dunia botiya. Salawati wawu salamu 
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popotunggulo mola ode nabiinto Muhammadin saw tangga lepatamao ode 
tonulala angongalaa lo dudua oliyo wolo tonulala hihilinga liyo, wawu dua 
wanto ito helu-helu mato biluloa mo limomota, molamahe to saati botiya, 







Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Syukur dan puji kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa sebagai 
penguasa alam semesta. Pelindung segala sesuatunya dan agama yang 
menjadi keyakinan kita, sehingga atas Qodrat dan iradat-Nya dapatlah kita 
bertemu pada majelis yang mulia dan berbahagia saat ini. Salawat dan salam 
dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw dan terhadap 
keluarga yang mengikutinya serta para sahabatnya. 
Marilah bersama-sama memanjatkan do’a kehadirat Allah swt agar kita yang 
hadir ditempat yang mulia ini akan menjadi hamba yang taat menjalankan 
syariat agama-Nya. 
To moo moolimao leeto amiyatiya luntu dulungo layio, pilopotolo dulingai 
li………….Mo tolo dile helu helumo mo mohutato wolo ongongalaa li 
mongoliyo, talu talu mayi ode olanto wolo mongo wutato wawu dulu dulu 
ngao ode li ……….. Helu helumo wolo ongongalaa li mongo liyo, to wumbuta 
lo silaturahmi lo banta liyo ……….. Te ………..Talu-talu mao ode 





Kami adalah utusan pihak keluarga pria dating berkunjung ketempat ini 
maksud akan menyampaikan berupa amanat yang berasal dari Bapak 
…………… beserta Isteri dan seluruh keluarga beliau dalam rangkaian 
hubungan silaturahmi puteranya Bapak ……….. Suami  Isteri yang bernama 
………….dengan Suami Isteri yang bernama ………… 
 
Debo odelo tahe liyanto wolo mongo wutatonto ilo hangata 
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Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak dan Saudara sepengertian, pula sesuai 




Hulawanto ngopata   Ibarat seuntai emas milik bapak 
Wahu to bubalata Sedang berada dalam 
peraduannya 
Bilalu lo paramata   Dibalut dengan permata nilam 
Tineliyo dunggilata   Sinarnya nan gemilang 
Bulilangiyo mola mo to maka   Cahayanya berkilau-kilau 
Wanu bolo dipole taa Hipata-hipata Apakah belum ada yang 
menanyakan 
Matoliyo intani   Hiasannya permata intan 
To poladu lani-lani Disanjung dan diagung-
agungkan 
Lo mongo pulu tuwani   Oleh para bangsawan penguasa 
Boo-boo lo imani Dilindungi dengan penuh 
keyakinan 
Wanu bolo dipole insane Bila mungkin belum ada seorang 
insan 
Taa tu udu u lo bimbangi Yang telah dapat 
membimbangkan 
Paramata to huwali   Permata ditempat peraduan 
Unti-unti to lamari   Yang dijaga keasliannya 
Moonu kaka-kakali   Semerbak sepanjang masa 
Wonu bolo dipole talo habari Bila mungkin belum ada yang 
melamarnya 
Paramata siribua   Permata kilau gemilang 
Wonu-wonu tao tahua   Permata yang masih tersimpan 
Unti-unti to bulua   Yang dijaga kemurniannya 
Moonu to otutuwa   Harum dan semerbak 




Bolo menyalo hiyinggu-yinggua atau yang sedang selalu 
mengenangkan padanya 
Maapu bolo maapu   Maaf sekali lagi maaf 
Bolo waluwo u hilapu   Apabila ada yang hilaf 











Ma apu to mongo eya teeto wawu teeya Maaf kepada para pejabat 
To talu wawu to wuleya Dari kedua belah pihak yang 
duduk dihadapan atau di 
belakang  
Potuhata to mongo eya Petunjuk yang berasal dari cerdik 
pandai 
Bolo dipole taa hi hile-hileya Bila mungkin belum ada yang 
bermohon 





Utusan wanita : 
Alhamdulillah, tomulolo lou watiya dipo motimamangayi yilawadu 
meyambolo habari lo taa odelo ito wolo mongowutatonto , amiyatiya mopo 
tunggulo mayi lo bayari lo biloli lowatiya olanto wolo mongowutatonto de 
uwito biloli tuli lo salamu, waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. 
To moomoli liyo mao leeto amiyatiya diila bo mopo tuuwohu meyambolo 
mopo tameeto mola lo taheliyo lo taa odelo ito wolo mongowutatonto, bo 




Segala puji bagi Allah, sebelum saya menjawab pertanyaan maupun sanjak 
yang saudara sampaikan, saya membayar dulu hutang kami yakni hutang 
membalas salam, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. 
Kemudian dari pada itu kami bukanlah hendak bersoal jawab atau bersaing  
dalam penyampaian sanjak saudara, maka kami menyambutnya dengan kata-
kata sebagai berikut : 
 
Intani permata   Intan permata   
Wonu-wonu to bubalata Kemilau-kemilau dalam 
peraduannya 
Delo dipole ta hipata-patata Belum ada yang berhajat 
padanya 
Intani siribua   Intan seribuan 
Wonu-wonu to taahuwa   Yang wangi dalam peraduan 
Boli unti-unti to buluwa Sedang terkunci dalam 
penyimpanannya 
Dipolu taa hi yintu-yintuwa Belum ada yang berani 
menanyakan  










Meyambolo hi yingu-yinguwa   Atau berani melamarnya 
Ta hente-hee habariyolo Puteri (sang gadis) yang 
dipertanyakan 
Dipolu taa lo minggolo   Belum ada yang mengikat 
Boheli ito-itolo   Barulah saudara sendiri 
Wanu tuhata bahasa   Bila tepat tutur kata 
Loiya molapata   Pembicaraan akan ditanggapi 
Wanu tuhata toloiya   Bila tepat rangkaian kata-kata 
Duawo moowaliya   Mudah-mudahan akan sepaham 
Wanu tuhata tayowa   Bila sesuai perilaku 






Alhamdulillah too owoluo lo tolo dulungai lami yatotiya maa lo toduo 
timamanga mopiyo, lonto olanto wolo mongo wutatonto debo odelo tahe liya. 
Artinya : 
 
Segala puji bagi Allah bahwa maksud dan tujuan kami telah memperoleh 
sambutan yang baik dari saudara utusan serta hadirin yang seia sekata, sebagai 
tercantum dalam suatu ungkapan yang berbunyi : 
Paja biya tiluango Kota/perangkat adat telah 
dilengkapi 
Wolo wuudu balango Dengan ketentuan adat 
peminangan 
Sarati huo lo ngango   Berupa syarat adat pembuka kata 
Maana tolobalango   Bermakna adat peminangan 
Uwalo tahe liyonto mobalango Sesudah diberikan jalan untuk 
melanjutkan 
 
Selanjutnya utusan pihak keluarga laki-laki melanjutkan oodito liyo wanu 
maa moo toduwo izini monto olanto wolo mongo wutatonto, amiyatiya maa 






Kemudian daripada itu akan memperoleh izin dari bapak/saudara, saudara 
 yang sepaham kami akan menyerahkan tangkai adat yang ketiga berupa : 
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Tonggu lo ongongalaa Simbol adat dalam hubungan 
kekeluargaan 
Modaha bolo mo tombulan Untuk memelihara hubungan 
baik 
Tou limo lo pohalan   Dalam kelima daerah adat 
To pohutu uda udaa Ketentuan adat yang lebih 
diutamakan 
To momoli maa leeto   Kemudian daripada itu 
Amiyatiya maa tilumupalo   Kami telah berada d tempat ini 
Wawu maa longaatayi dalalo   Dan telah merintis jalan 
Tuudu maa lo iyalo Sehingga kami akan berbicara 
lagi 
To paramata longoalo Terhadap permata yang sudah 
mekar 
Amiyatiya maa ilo dulungo   Kami sudah berhajat 
To paramata mo motungo Kepada sang puteri yang cantik 
jelita 
Wanu ito mo tonungo   Kalau saudara sudah ikhlas 
Malo pei pomonu polomungo   Kami mohon dapat dikabulkan 
Amiyatiya maa ilo patuju damongo  Kami sudah sangat berhajat 
Dilulotonga loponu maa pila-pilango Dengan berlinang air mata 
Tuudu mayimoi oponu otoliango   Mengharapkan kasih saying 
O lilo wawu oliyamo   Dari ibu dan bapak 
To paramata mo tilango   Akan permata yang kemilau 
Duawo mo baango Mudah-mudahan akan menjadi 
cahaya 
Utusan wanita : 
 
Alhamdulilah amiyatiya maa lootoduwo dalalo uma polenggatalo boo to 





Segala puji bagi Allah, kami sudah memperoleh jalan untuk melanjutkan 
pembicaraan tapi sebelumnya kami akan menyampaikan dulu tangkai adat 
keempat yakni : 
 
Mama ngo tapahula   Bingkisan berupa adat 
Modahaa u olumbula Buat penjaga jangan akan 
terhalang 
Wali li mato lo dula   Asal keturunan bangsawan sejati 
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Wombu li tolango hula   Cucu dari leluhur yang berbudi 
 
Selanjutnya utusan dari pihak laki-laki mengatakan : 
 
To momoli liyo mao leeto   Kemudian daripada itu 
Amiyatiya ohila mohimbito   Kami ingin mendengarkan 
Owwoluwo lo hunting   Ketentuan jenjang adat 
Wawu dilito   Yang diperlukan 
Ohila mongilalo   Kami ingi mengetahui 
Hayaa wawu tanggalo   Ketentuan seluk beluknya 
Ohila maa mo tombipidu   Kami mohon ketegasan 
Tanggalo wawu tuidu Kepastian mas kawin akan kami 
penuhi 
 
Debo odelo tahe liyo lo taa odelo ito wolo mongo wutatonto ilohangata mayi 
to mongo tiyombuto.  
 
Sejalan dengan ucapan bapak dan saudara menurut apa yang telah didengar 
dari ungkapan kakek dan nenek. 
 
Ami tiyombu tumudu   Kami pengawas aturan leluhur 
Hi laowa lo wuudu   Datang dengan dasar akidah 
Hi delowa tuudu   Datang membawa amanat 
Wonu bolo humayao   Bila telah berlebihan 
To olanto tombulao   Bapaklah yang memperingatkan 
Wonu bolo mo oalo   Seandainya tidak terurus 
Ito taa po ngilalo   Bapaklah yang menunjukkan 
Hulanggili hulalata Segala syarat yang telah 
ditentukan 
Wolihi patoa data   Banyak tanda yang dibuat 
Wopatato putu buwaata   Empat pengawasan yang ketat 
Polinela po ngaata Dapat dijadikan obor yang 
menerangi 
Tonulalo uhi langga-langgata   Ditempat yang setinggi sekalipun 




Kemudian utusan laki-laki melanjutkan : 
 
Pidu-piduto to adati lo hunggia Telah ditetapkan dalam 
ketentuan Adat negeri 
To tilayo tohuliya   Di seluruh daerah adat 
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Dipo lo boo booliya   Belum berubah-ubah 
Hi dudua lo tadiya   Sudah dipateri dengan sumpah 
Ma hihuntinga hidilita   Sudah digariskan dan ditetapkan 
Bolo hi popo aayita   Tinggallah kita melaksanakan 
Bo amiyati molowalo modilito Tapi kami masih ragu 
menentukan 
Bolo hunting diila umayito   Jangan sampai tidak sesuai 
Mo lolawalo mohuntingo   Kami masih ragu menetapkan 
Bolo diilito dila dumembingo   Jangan tidak berkenan di hati 
 
Utusan wanita : 
 
Ami tiyombu tanggapa   Kami para nenenda 
Hi pipide hi wolata Siap menanti dalam persidangan 
ini 
Hale lo lahuwa data   Semua ketentuan negeri ini 
Tomobohumo palapa   Telah digariskan dengan rapi 
Wuudiyo bubalata   Perlengkapan sudah teratur 
Tilunggulo uyilomata   Sudah sampailah waktunya 
To banta wombu ilata Kita terapkan pada cucunda 
tercinta 
Payu lomongo tiyombuto   Ketentuan adat leluhur kita 
Umalo pidu piduduto   Sudah tidak berubah lagi 
Wawu didu mo luluto   Dan tidak luntur dan lapuk 
Didu boli didu boli   Jangan diubah-ubah 
Adati limongoli   Adat yang diwariskan kepadamu 
Didu boli boliya   Jangan diganti lagi 
Popo pidudutalo odiya Ikutilah ketentuan yang sudah 
ada 
Malo hipakuwa lotadiya   Sudah dipateri dengan sumpah 
To tilayo to huliya   Di seluruh daerah adat gorontalo 
Pulu kimala-kimala   Semua ketentuan adat 
Pulu kimala wadiyo   Ketentuan yang sudah digariskan 
To tumelu buiatiyo   Oleh leluhur kita 
Ayitilo to bohu liyo   Ucapkanlah dari permulaan 
Tunggulo pulitiyo   Sampai penghabisan 






To adati buli-bulito   Semua ketentuan adat istiadat 
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Wawu toonulola upotongolito   Dan semua pembiayaan 
Diyalu u mo ponggito   Tidak ada terlewatkan 
Ngo aami me wayito   Seluruhnya akan ditanggung 
Tunggulo u mo pulito   Sampai waktu pelaksanaannya 
Bolo wato tiya wawu ito   Tinggallah saudara dan saya 






Payu lomongo tiyombuto   Adat istiadat para leluhur 
Monto bungo sambe lo wohuto   Dari pangkal sampai ujung 
Maa pidu piduduto   Telah tersusun dengan rapi 
Wawu didu moluluto   Dan sudah abadi 
Toduwolo ito momidu-duto   Silahkan saudara mengukuhkan 
Payu malo hunti huntingo   Ketentuan adat sudah terpateri 
Dahayi bolo mopalingo   Jangan sampai terlepas 
Dembingo dila umayito   Perpecahan akan timbul 
Adati liyumboto mulo   Adat istiadat leluhur kita dahulu 
Dahayi bolo lumumbulo   Jaga jangan sampai punah 
Wapito to pilomulo   Tanamanpun akan terserang 
Moo punga moo pulo Akan dilaknat dan memperoleh 
musibah 
Ode tawu molopulo   Manusiapun akan binasa 
Toduwolo ito modudulo   Silahkan beranjak kemari 
Tuwoto umma mayi tilunggulo   Sebagai pertanda sudah selesai 
Amanati pilo dudulo   Amanat yang disampaikan 
Wanu delo bunga sambako Maa lo ngoalo Laksana bunga yang sudah 
mekar 
Laato tihula datiyolo Segera beranjak untuk jabatan 
tangan 
Wawu pidudutalo   Dan kukuhkanlah 




Kemudian utusan pihak keluarga laki-laki berdiri lalu memberi penghormatan 
(molubo) kepada Taa tombuluwo (pembesar negeri) dan sesudahnya duduk 
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berhadapan dengan utusan pihak keluarga wanita sambil berjabatan tangan dan 
disambut utusan pihak keluarga wanita dengan sajak sebagai berikut :  
Balango ma yilapato   Segala sesuatu telah selesai 
Salawati upodapato   Jabatan tangan sebagai pertanda  
Malo ito mohutato Dari kedua belah pihak utusan 
keluarga 
Mosalawati wawu mohulito Berjabatan tangan dan 
melafazkan 
Tutuwawu lalito   Satu tekad dalam pengertian 
Diila pomukiri ito   Jangan dipungkiri lagi 
Toonu uma yilulito   Apa yang telah diikrarkan 
Ito wawu wato tiya   Bapak dan saya 
Ngoayo delo hutiya   Ibarat sekerat rotan 
Butao diila motiya Sekalipun dibelah diharapkan 
tetap utuh 
Toonu lolaa umaa yiloiya   Apa yang telah dibicarakan 
Dila bolo mukiriya   Jangan dipungkiri 
 
Utusan laki-laki :  
 
Watotiya wawu ito   Bapak dan saya 
Odelo tola ngobotu laito   Laksana ikan yang segar 
Lalango de molonito Sebagai pengayom nama 
keluarga 
Toonula uyilulito   Apa yang telah diikrarkan 
Dila bolo pomukiri ito   Janganlah dipungkiri lagi 
Loiya ma datiyolo   Pembicaraan akan dikukuhkan 
Tuudulo maa tolimolo   Pertanda sudah disepakati 
Ito ma mosalawati   Kita akan berjabat tangan 
Piduduto rahmati   Penetapan rahmat 
Lonto eya rabbil izzati   Dari Tuhan Yang Maha Nyata 
Duawo moo toduwo zuriyato   Didoakan memperoleh keturunan 
Paladu umayi moo salawati Yang berbakti dan 
menyelamatkan 
Olanto jamaati   Kepada orang tua dan keluarga 
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Pembicaraan dalam acara persidangan motolobolango (peminangan) sudah 
selesai. Para undangan disuguhi minuman dan penyampaian tombulu lo ulipu 
(sadaqah) sudah selesai, pihak utusan keluarga laki-laki akan bermohon untuk 
musyawarah waktu pelaksanaan adat hantaran (modutu) dan pelaksanaan akad nikah 
(akaji) sambil melafazkan kata-kata sebagi berikut :  
Loiya mayilapato   Pembicaraan kita telah berakhir 
Boo donggo tanga-tangato   Tapi perlu dilanjutkan 
Omoluwa molopato   Kapan adat dilaksanakan 
Loiya ma yilopulito   Pembicaraan kita telah selesai 
Boo donggo tabi-tabito   Tapi belum ada ketentuan waktu 
Omoluwa moponggito   Kapan akan diwujudkan 
Wanu maa helumo ito   Bila kita sepakat 
Tanggal   Tanggal 
Dulahu……..Modepito   Hari ……..antar harta 
Wawu tanggal……   Dari tanggal…… 
Dulahu …….. umo po ayito   Hari …….akad nikah 
 
Utusan wanita :    
 
Amiyatiya maa lolontali   Kami telah berkonsultasi 
Wolo ongongalaa ahali   Dengan keluarga dan ahli waris 
To biluloa kakali   Pada tempat yang kekal 
Hililento maa mowali  Permintaan saudara kami 
kabulkan 
Tanggal…….. modepito   Tanggal …….. antar harta 
Wawu tanggal…… mo po ayito   Dan tanggal … akad nikah 
Bolo mo meduawa ito   Marilah sama kita berdoa 
Sehati layi-layito   Akan sehat wal-afiat 
Bolo watotiya wawu ito   Tinggal saya dan bapak 
Taa dudu dudunggaya layito   Yang selalu bermusyawarah 




Sebagai acara penutup adalah mongabi (membubarkan persidangan adat) oleh 
Bapak … dan Bapak … mendahului acara ini dilaksanakan, utusan pihak keluarga 
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laki-laki secara resmi menyampaikan permohonan untuk pamit dengan kata-kata 
sebagai berikut :  
Tahe liyo pilututo   Pembicaraan sudah rampung 
Pitolo u pilo lihuto   Sudah diikat dengan pateri 
Amiyatiya moliyodupo   Kami beranjak dulu 
Meyambola mohintupo   Atau pamit dulu 
Bolo dahayi wadupo Jaga jangan sampai dia yang 
menghalangi 
To pitolo biluhuto Pada pembicaraan yang sudah 
dipateri 
Dutu u momi duduto Pengantaran harta yang 
mewujudkan 
Diila bo mei polontulo Tidak minta untuk disuruh 
kembali 
Boo uhuyi dudu dudulo   Waktu malam sudah mendekat 
 
Utusan wanita :    
 
Utoliya lo bunggudu   Utusan dan rombongannya 
Maa monguli motinggudu   Sudah bermohon diri 
Dila boo umopolontulo   Kami tak menyuruh pulang 
Boo uhuyi dudu dudulo   Waktu malam sudah mendekat 
 
 Dalam acara peminangan ini para utusan, para tamu dan juga undangan yang 
hadir dilarang menghisap Rokok,
47 
Sebelum memulai acara lebih dahulu harus minta izin sekurang kurangnya  kepada 
kepala lingkungan yang ada di wilayah itu,
48
 maka dalam acara ini harus hadir kepala 
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3. Pelaksanaan Adat Peminangan dalam Perkawinan Menurut Suku Bugis. 
 Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta perkawinan 
(Mappabotting) dilangsungkan. Jika lelaki belum dijodohkan sejak kecil (atau 
sebelum dia lahir) maka keluarganya akan mulai mencari-cari pasangan yang kira-
kira dianggap sesuai untuknya.
 
Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki akan diteliti 
secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau 




a. Madutta  
 Madutta artinya mengirim utusan untuk meminang secara resmi. Dahulu kala 
dilakukan beberapa kali, sampai ada kata sepakat. Prosesi meminang mengandung 
harapan serta nilai-nilai yang sangat mendalam. Proses peminangan ini menunjukkan 
bagaimana seseorang seharusnya memosisikan perkawinan sebagai upaya 
penghargaan kepada perempuan. 
Secara umum proses yang ditempuh sebelum meminang adalah sebagai berikut : 
b. Mammanu-manu 
 Mammanu-manu bermakna seperti burung yang terbang ke sana ke mari, 
untuk menyelidiki apakah ada gadis yang berkenan di hati. 
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Langkah pendahuluan ini biasanya ditugaskan kepada seseorang , biasanya kepada 
para paruh baya perempuan, yang akan mencari tahu seluk beluknya, namun biasanya 
proses ini sangat tersamar. Mappésé-pésé dilakukan setelah kunjungan pertama tadi 
(mammanu’-manu’) yaitu melakukan kunjungan resmi pertama untuk mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung dan sangat halus (“ada orang yang 
akan mendekati anda … sudah adakah yang berbicara dengan anda? … sudah adakah 
yang punya? … Apakah pintu masih terbuka? …”) agar kedua belah pihak tidak 
kehilangan muka atau malu seandainya pendekatan ini tidak membuahkan hasil. Jika 
keluarga perempuan memberi lampu hijau, kedua pihak kemudian menentukan hari 
untuk mengajukan lamaran secara resmi (Madutta).  Selama proses pelamaran ini 
berlangsung garis keturunan, status kekerabatan, dan harta calon mempelai diteliti 
lebih jauh, sambil membicarakan Sompa dan uang antaran (Dui ménré) yang harus 
diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya perkawinan pasangannya, serta hadiah 
persembahan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya.
51
 
c. Mappettu Ada     
 Mappettu Ada yang biasanya juga ditindak lanjuti dengan (mappasierekeng) 
atau menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan 
bersama pada proses sebelumnya. Ini sudah merupakan lamaran resmi dan biasanya 
disaksikan oleh keluarga dan kenalan.  
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 Pada saat inilah akan dibicarakan secara terbuka segala sesuatu terutama 
mengenai hal-hal yang prinsipil. Ini sangat penting karena kemudian dikuatkan 
kembali keputusan tersebut (mappasierekeng). Pada kesempatan ini diserahkan oleh 
pihak laki-laki patenre’ ada atau passio (“pengikat”) berupa cincin, beserta sejumlah 
benda simbolis lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis, buah 
nangka (Panasa) yang mengibaratkan harapan (minasa); dan lain sebagainya. 
Apabila waktu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu singkat, maka passio ini 
diiringi passuro mita yang diserahkan setelah pembicaraan telah disepakati.  
 Satu lembar bahan waju tokko 
 Satu lembar sarung sutera atau lipa’sabbé, juga disertai dengan; Satu 
piring besar nasi ketan (sokko) 
 Satu mangkok besar palopa’ (air gula merah yang dimasak dengan santan 
dan diberi telur ayam secukupnya) 
 Dua sisir pisang raja 
Biasanya antar pihak wanita dan laki-laki pada acara mappettu ada ini 
dilangsungkan dialog. Dialog ini biasanya dimulai oleh pihak wanita sebagai tuan 
rumah dan dibalas oleh laki-laki.
52
  
Pada saat mappettu ada akan disepakati beberapa perjanjian, diantaranya : 
 Sompa 
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 Sompa artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. 
Besarnya sompa telah ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis. 
Penggolongan sompa tidaklah selalu sama dalam pengistilahannya. Ada dalam 
bentuk mata uang “real” atau ada pula dalam bentuk “kati”, tetapi sejak masa 
kemerdekaan Republik Indonesia, maka mata uang ringgit (dulu senilai 2,5 rupiah 
atau 2,5 golden Belanda) yang dijadikan satu perhitungan. Namun karena inflasi dan 
turunnya harga rupiah pada awal 1960 maka jelas sompa ini tidak berlaku lagi. 
Namun sompa ini masih sangat penting artinya, khususnya bagi keluarga yang 
berstatus tinggi karena hadiah-hadiah tambahannya, termasuk di dalamnya hadiah 




 Dui ménré / Dui balanca 
 Dui ménré adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki 
pada saat mappettu ada (mappasierekeng). Hal ini biasa dilakukan oleh pihak 
perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak lak-
laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. Dui ménré 
ini akan digunakan oleh pihak perempuan dalam rangka membiayai pesta 
perkawinannya. Di kondisi sekarang ini dimana kekuasaan politik tradisional semakin 
memudar dui ménré semakin lama semakin mengalami kenaikan, hal ini disebabkan 
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karena tidak ada lagi aturan dan pihak-pihak yang berwenang menegakkan aturan 
adat. 
 Tanra esso akkalabinéngeng 
 Kalau semua persyaratan ini telah disepakati, kemudian telah dikuatkan 
(mappasierekeng) maka pinangan telah resmi diterima. Kemudian akan disepakati 
lagi hari H perkawinan. Penentuan hari H perkawinan (tanra esso akkalabinékeng) 
atau penentuan saat akad nikah biasanya disesuaikan dengan penanggalan 
berdasarkan tanggal dan bulan Islam. 
 Setelah mengetahui hari pelaksanaan akad nikah (ménré botting) dengan 
sendirinya prosesi adat lainnya seperti mappacci, (tudampenni, wenni mappacci) serta 
marola sudah diketahui pula. Upacara mappacci, pada malam tudampenni, atau 
malam pacar biasanya dilakukan sehari atau beberapa hari sebelum hari perkawinan. 




 Mappaisseng atau memberi kabar 
 Setelah kegiatan madduta atau peminangan telah selesai dan menghasilkan 
kesepakatan, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan kabar 
mengenai perkawinan ini, biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat 
dekat, tokoh masyarakat yang dituakan, serta tetangga-tetangga dekat berhubung 
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 Mattampa / Mappalettu selleng 
  Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yaitu 
mappaisseng, dan biasanya pihak keluarga calon mempelai akan mengundang seluruh 
sanak saudara dan handai tolan. Undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira 10 hari 
atau 1 minggu sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan.  
  Kegiatan ini disebut juga mappalettu selleng karena diharapkan pihak yang 
diundang akan merasa dihargai bila para pembawa undangan ini menyampaikan 
salam dan harapan dari pihak yang mengundang kiranya bersedia datang untuk 
memberi restu. 
 Mappatettong sarapo / Baruga 
  Sarapo atau baruga adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping 
kiri/kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Sedangkan baruga 
adalah bangunan terpisah dari rumah yang ditempati bakal pengantin dan dindingnya 
terbuat dari jalinan bamboo yang dianyam yang disebut wlsuji “walasuji”. Di dalam 
sarapo atau baruga dibuatkan pula tempat yang khusus bagi pengantin dan kedua 
orang tua mempelai yang disebut lmi “lamming”. Tetapi Sekarang ini sudah jarang 
lagi mendirikan sarapo oleh karena sudah ada beberapa gedung atau tenda yang 
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dipersewakan lengkap dengan peralatannya, namun kadang pula masih ada yang 
melaksanakan.
56 
 Mappacci / Tudampenni 
  Upacara adat mappacci dilaksanakan pada waktu tudampenni, menjelang 
acara akad nikah / ijab kabul keesokan harinya. Upacara mappacci adalah satu 
upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar (Lawsania 
alba), atau Pacci. 
Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu dengan mappanré 
temme (Khatam Alquran) dan barzanji. Daun pacci ini dikaitkan dengan kata paccing  
yang maknanya adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan 
mappacci mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa. 
 Ripasau 
 Sementara dalam kesibukan mempersiapkan pesta perkawinan maka diadakan 
pula persiapan-persiapan yang tak kalah pentingnya yaitu perawatan pengantin 
(ripasau / mappasau). Biasanya perawatan ini dilakukan sebelum hari pernikahan (3 
hari berturut-turut atau karena keterbatasan waktu hanya dilakukan 1 kali saja pada 
saat sebelum kegiatan mappacci). 
 Ripasau atau mappasau ini dilakukan pada satu ruangan tertentu yang terlebih 
dahulu dipersiapkan dengan memasak berbagai macam ramuan yang terdiri dari daun 
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sukun, daun coppéng, daun pandan, rampa para’pulo dan akar-akaran yang harum 
dalam balanga yang besar.
57
  
 Mulut balanga ditutup dengan batang pisang yang diberi terowongan bamboo 
sepanjang tangga rumah yang disumbat dengan tutup periuk. Uap yang keluar 
kemudian akan menghangatkan tubuh sampai membuka pori-pori kulit sehingga 
mengeluarkan keringat dari seluruh tubuh sehingga tubuh menjadi bersih dan segar. 
Namun sebelum kegiatan ini, terlebih dahulu pengantin dipakaikan bedak basah 
atau lulur yang terdiri atas beras yang telah direndam dan telah ditumbuk halus 
bersama kunyit dan akar-akaran yang harum ditambah dengan rempah-rempah.  
Ramuan ini kemudian dilulurkan ke seluruh permukaan badan.
58  
 Cemmé passili’, Mappassili’ 
  Disebut juga cemmé tula’ bala yaitu permohonan kepada Allah swt agar 
kiranya dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala, yang dapat menimpa 
khususnya bagi calon mempelai. Prosesi ini dilaksanakan di depan pintu rumah 
dengan maksud agar kiranya bala atau bencana dari luar tidak masuk ke dalam rumah 
dan bala yang berasal dari dalam rumah bisa keluar. Biasanya dilaksanakan pada jam 
10.00  (sedang naiknya matahari).  
 Macceko 
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 Macceko berarti mencukur rambut-rambut halus yang ada pada dahi dan 
dibelakang telinga, agar supaya “dadasa” yaitu hiasan hitam pada dahi yang akan 
dipakai pada calon mempelai perempuan pada waktu dirias dapat melekat dengan 
baik.
59 
 Suku Bugis yang ada di Kecamatan Ampana kota Kabupaten Tojo Una-una 
dalam acara peminangan sudah tidak memakai Mappésé-pésé, tetapi proses yang 
lainnya tetap dilaksanakan.
60
 Kalau terjadi peminangan beda suku maka dilakukan 
musyawarah atau kesepakatan,
61
 karena Islam tidak pernah membedakan suku, jadi 
apa yang telah disepakati itulah yang harus dilaksanakan.
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4. Persamaan dan Perbedaan Adat Peminangan antar Suku Taa, Suku Gorontalo, 
dan Suku Bugis. 
Tabel Persamaan dan perbedaan adat peminangan antar 









1 Sirih Ada Ada Ada 




3 Tembakau Ada Ada Ada 





5 Gambir Ada Ada Ada 
6 Merokok pada 
acara Peminangan 
Boleh Tidak Boleh Boleh 
7 Mempelai 
Perempuan adat 
yang di pakai 
pada acara 
peminangan 
Adat Suku Taa Kesepakatan Kesepakatan 
8 Calon pengantin 
bukan penduduk 
asli 











9 Lurah/Kades Tidak harus 
hadir 
Harus hadir Tidak harus 
hadir 
10 Imam Tidak harus 
hadir 




Hadir pada acara 
Peminangan 
Tidak ada Harus ada Tidak ada 







3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peminangan dalam Perkawinan 
di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una 
 Prosesi meminang mengandung harapan serta nilai-nilai yang sangat 
mendalam. Proses peminangan ini menunjukkan bagaimana seharusnya memosisikan 
perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan. Oleh karena perkawinan 
adalah sebuah anugerah kemuliaan yang diberikan Allah swt. kepada manusia, maka 
perkawinan haruslah dilakukan dengan segala norma yang berlaku. Karena perintah 
perkawinan adalah perintah yang penting, maka konsekuensinya adalah berimbas 
kepada hal-hal yang berkaitan dengannya. Misalnya masalah nasab (geniologi), 
nafkah, harta warisan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan manisnya 
mengarungi kehidupan berumah tangga, kontak pandangan ke sesama pasangan, 
maupun ketika menjalani hubungan intim. Oleh karena itu sebelum dilaksanakan 
akad nikah maka terlebih dahulu melakukan peminangan. Dengan tujuan agar kedua 
pasangan dapat saling mengenal terlebih dahulu sebelum terjadi ikatan sakral. 
 Disinilah letak keistimewaan meminang yang di dalamnya ada proses untuk 
saling mengenal. Dalam syariat Islam diatur tata cara perkawinan yang baik, agar 
pihak laki-laki meminang perempuan dengan baik-baik melalui keluarganya. Islam 
tidak mengizinkan seorang gadis menikah sendiri tanpa adanya wali atau tanpa 
sepengetahuan keluarganya. 
 Ada tiga syarat untuk meminang seorang perempuan : 
a. Hendaklah perempuan tersebut tidak dalam perlindungan seseorang, yakni 





b. Hendaklah perempuan itu tidak dalam masa iddah akibat ditinggal mati suami 
atau setelah bercerai. 
c. Hendaklah perempuan tersebut bukan dalam proses pinangan orang lain. 
Dalil tentang proses peminangan dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah/ 2 : 235  
                           
                       
                           
              ﴿۵۳۲﴾ 
Terjemahnya :  
 
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan      
sindiranatau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 
hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam 
pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara 
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf 
dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum 
habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 




Menurut tata cara syariat Islam seorang laki-laki yang meminang kepada 
calon istrinya itu boleh melihat pada muka dan dua telapak tangannya hingga 
pergelangan. Begitu juga sebaliknya perempuan yang dipinang itu boleh melihat pada 
muka dan dua telapak tangan yang meminangnya. Hal ini diterangkan dalam hadis 
Nabi saw.:  
                                                          
 
63





 ﻞ ﺎﻘ ﺮﺒ ﺎﺠ ﻦﻋﻮ ׃ ﻢﻠﺴﻮ ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺼ ﷲ ﻞ ﻮﺴﺮ ﻞ ﺎﻘ ﺓ ﺃﺮﻤﻠﺍ ﻢﻜ ﺪﺤﺃ ﺐﻂﺨ ﺍﺬ ﺇ٬ ﻦ ﺈﻔ  ﻉﺎﻂﺘﺴﺍ
  ﻞﻌﻔﻴﻠﻔ ﺎﻬﺤﺎﻜﻨ ﻰﻠﺇ  ﻩﻮﻋ ﺪﻴ ﺎﻤ ﻰﻠﺇ ﺎﻬﻨﻤ ﺮﻈﻨﻴ ﻦ ﺃ٫ ﺪﻮﺍﺪ ﻮﺒ ﺃﻮ ﺪﻤﺤﺃ ﻩﺍﻮﺮ٬  
Artinya: 
Dan dari jabir berkata: Rasulallah saw bersabda : “Apabila seorang kamu 
meminang seorang wanita maka, jika mampu   lihatlah (bagian tubuh) darinya 
yang sekiranya dapat menarikmu untuk mengawininya maka lakukanlah “. 





Jika di analisis secara komprehensif maka tata cara adat peminangan dalam 
perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo una-una dapat di katakana 
bahwa semua adat peminangan tersebut sesuai dengan hokum Islam, baik suku Taa, 
suku Gorontalo, maupun suku Bugis dan tidak menyalahi dalil syara’. Agar lebih 
jelas dapat dikemukakan beberapa dalil sebagai berikut: 
 ﺀﺎﻴﺷﻻﺍﻰﻓﻞﺻﻻﺍ ﺔﺣﺎﺑﻻﺍ ﻰﺘﺣ ﻴﻟﱠﺪﻟﺍﱠﻝﺪﻳﻞﻢﻳﺮﺤﺘﻟﺍﻰﻟﻋ   
Artinya: 
“Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan 
keharamannya”.65 
 Dalil di atas berlaku umum, bukan hanya di Kecamatan Ampana Kota tetapi 
seluruh umat manusia yang beragama Islam. Adapun tata cara adat peminangan pada 
masyarakat seperti perkawinan golongan bangsawan dan rakyat biasa merupakan 
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suatu yang bertentangan dengan adat tetapi hal ini merupakan kehendak Allah swt. 
(pertemuan jodoh). Sedangkan tata cara perkawinan yang berpedoman pada adat 
masyarakat suku bangsa lain seperti pemotongan sapi dan kerbau sampai tujuh dan 
sepuluh ekor bahkan empat puluh ekor tapi pemeluk agama Islam adalah sesuatu 
yang berlebihan. Dalam konteks ini qaidah ushul fiqhi mengemukakan sebagai 
berikut: 
ﻝﺍﺰﻳﺭﺍﺮﻀﻟﺍ 
Artinya: “kemudharatan itu harus dihilangkan”.66 
 Setelah melihat praktek tentang pelaksanaan adat peminangan di Kecamatan 
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, baik suku Taa, suku Gorontalo, maupun 
suku Bugis, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktek pelaksanaan adat tersebut 
tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab hukum adat yang dipraktekan itu 
bersendikan syara, yakni tetap berpegang kepada Alquran dan Hadis. 
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1. Pelaksanaan adat peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo 
Una-una sebagai berikut: 
a. peminangan menurut kebiasaan suku Taa yang ada di Kecamatan 
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, diawali dengan keluarga pihak laki-
laki membuat satu perencanaan (mencari jodoh) yang ada dijalur Tanah Rato 
(daratan Ampana dari Malotong-Masapi) wilayah dahulu. 
Sebelum acara peminangan keluarga mempelai laki-laki harus membawa dulu 
Tonsi-tonsi (satu baki), isi Tonsi-tonsi yaitu sarung batik dan berguna untuk   
pembuka jalan sebelum merencanakan peminangan, atau bisa disebut juga 
sebagai kenang-kenangan atau perjumpaan awal keluarga. Setelah ada 
kesepakatan, maka baru direncanakan acara peminangan, mempersiapkan 
alat-alat peminangan dan juga kapan waktu pelaksanaan peminangan akan 
dilaksanakan. 
b. Peminangan menurut kebiasaan suku Gorontalo  yang ada di Kecamatan 
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una, pertama Adat Mohabari yaitu 
musyawarah dan mufakat antara kedua keluarga karena sang gadis yang akan 





Momatata U Pilo’otawa yaitu meminta ketegasan. Dan yang selanjutnya 
adalah Adat Motolobolango (Peminangan).  
c. Peminangan suku Bugis yang ada di Kecamatan Ampana kota Kabupaten 
Tojo Una-una dalam acara peminangan sudah tidak memakai Mappésé-pésé, 
tetapi proses yang lainnya tetap dilaksanakan.  
 Alat-alat yang dibawa waktu peminangan adalah : Pinang, Sirih, gambir, 
tembakau dan kapur.  (suku Taa, suku Gorontalo dan suku Bugis). 
2. Pelaksanaan peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-
una ditinjau dari hukum Islam  tidak bertentangan atau dibolehkan karena 
Masyarakat Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una masih 
berpegang teguh kepada adat setempat dan adat itu berkaitan dengan agama 
dan juga bersendikan syara-syara serta bersendikan kitabullah.  
3. Dalam rangka upaya mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam 
peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una 
disebabkan perbedaan suku, maka upaya yang dilakukan adalah kesepakatan. 
Apakah adat dari mempelai perempuan yang dipakai, atau adat mempelai laki-
laki yang dipakai atau bisa saja digabungkan antara kedua adat tersebut, itu 
semua bisa terjadi karena sudah terjadi pembauran suku. Artinya apa yang 







B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan 
beberapa implikasi sebagai berikut : 
1. Hukum Islam tidak hanya sebatas mengatur manusia dari aspek hukum atau 
ubudiyah, akan tetapi mencakup keseluruhan ajaran Islam yang meliputi 
akidah, ibadah,akhlak, muamalah dan sains. Hal ini berimplikasi bahwa setiap 
orang yang mengaku beragama Islam dan menjunjung tinggi syariatnya harus 
mampu bersikap dan mengamalkan ajaran islam secara integral. Ketaatan 
dalam beribadah harus didasari dengan keyakinan yang benar (tauhid), 
diiringi oleh akhlak yang mulia, kemampuan bermuamalah yang baik serta 
tidak buta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 
2. Adat sebagai kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat menjadi dasar 
hukum bagi sesuatu khususnya di bidang muamalah selama adat tersebut tidak 
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Implikasi yang diharapkan 
dalam hal ini adalah agar masyarakat tidak ekstrim dengan a priori terhadap 
seluruh kegiatan adat, padahal di sisi lain adat tersebut tidak jarang sangat 
bermanfaat dalam tata pergaulan di masyarakat, maupun dalam memelihara 
silaturahim. Sebaliknya masyarakat tidak serta-merta menjustifikasi segala 
kebiasaannya sebagai bagian dari adat yang harus dilestarikan hanya karena 
terdapat al-adah muhakkamah, pada hal di sisi lain tidak semua adat 
dipandang baik oleh hukum Islam. Oleh karena itu masyarakat harus pandai 





dan hukum Islam. Atau dengan kata lain, adat yang benar dapat dilakukan, 
sedangkan adat yang rusak/salah atau yang bertentangan dengan hukum Islam 
harus ditinggalkan. 
3. Adat Peminangan yang biasa dilakukan oleh suku Taa, suku Bugis, dan juga 
suku Gorontalo yang ada di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-
una pada khususnya dipengaruhi atau tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. Implikasinya adalah bahwa masyarakat Kecamatan Ampana Kota 
Kabupaten Tojo Una-una yang umumnya beragama Islam dengan masih 
consern  terhadap nilai-nilai adat harus dapat mendorong masyarakat untuk 
memegang teguh ajaran Islam. Pelaksanaan dan pelestarian adat harus dapat 
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PEDOMAN WAWANCARA 
  
Daftar pertanyaan ini dibuat  dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan di Kecamatan Ampana Kota 
Kabupaten Tojo Una-una”. 
Daftar ini digunakan sebagai bahan yang akan di analisis secara deskriptip 
kualitatif sehingga penyajiannya dapat memenuhi criteria ilmiah yang validasi dan 
reliabilitas.  
PERTANYAAN 
1. Bagaimana menurut Bapak tanggapan masyarakat di Kecamatan Ampana Kota 
tentang adat? 
2. Bagaimana prosesnya kalau kita meminang? 
3. Adakah adat peminangan  salah satu suku yang dominan di wilayah ini? 
4. Bagaimana menurut Bapak apabila proses peminangan tidak berdasarkan adat?  
5. Apakah ada pernikahan tanpa peminangan? 
6. Jelaskan tata cara adat peminangan yang masih dilakukan masyarakat?  
7. Bagaimana cara mengatasinya kalau terjadi peminangan beda suku? 
           Ampana,  Nopember 2010 
           Pewawancara 
 
          ENDANG JAELANI 
DAFTAR INFORMAN 
 
NO NAMA JABATAN/ALAMAT TANDA 
TANGAN 
1 Denan T. Lasima Tokoh Adat Suku Ta’a 
Tinggal di Kelurahan 
Uentanaga A Kecamatan 
Ampana Kota 
 
2 Husen Rato Tokoh Adat Suku Ta’a 
Tinggal di Salwaba Samboti 
Kecamatan Ampana Kota 
 
 
3 Amrin Rato Tokoh Adat Suku Ta’a 
Tinggal di Jalan Sungai 
Bongka  
Kecamatan Ampana Kota 
 
4 Masri Humoyon Tokoh Adat Suku Gorontalo 
Tinggal di Kayu kelor 
Kecamatan Ampana Kota 
 
5 Raden Pateda Tokoh Adat Suku Gorontalo 
Tinggal di Bailo 
Kecamatan Ampana Kota 
 
 
6 Mahmud Abd. Latif Tokoh Adat dan Tokoh 
Agama Suku Gorontalo 
Tinggal di Jalan Muslaeni 




Tokoh Adat Suku Bugis 
Tinggal di Jalan Tanjung Api 
Kecamatan Ampana Kota 
 
8 Muhamad M. Ali Tokoh Adat dan Tokoh 
Agama 
Suku Bugis 
Tinggal di Labuan 
Kecamatan Ampana Kota 
 
9 H. Jufri Dahlan Tokoh Adat Suku Bugis 
Tinggal di Sumoli 






Yang Bertanda Tangan dibawah ini : 
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Jabatan  : Tokoh Adat Suku Ta’a 
Tempat wawancara : Kelurahan Uentanaga Atas 
Tanggal  : 07 Nopember 2010 
Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh penulis tesis yaitu : 
Nama   : Endang Jaelani 
NIM   : 80100208133 
Judul Tesis  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat  
Peminangan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampana     
Kota Kabupaten Tojo Una-una. 
Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
       Ampana, 07 Nopember 2010 
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Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh penulis tesis yaitu : 
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Nama   : Amrin Rato  
Jabatan  : Tokoh Adat Suku Ta’a 
Tempat wawancara : Jalan Sungai Bongka 
Tanggal  : 06 Nopember 2010 
Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh penulis tesis yaitu : 
Nama   : Endang Jaelani 
NIM   : 80100208133 
Judul Tesis  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat  
Peminangan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampana     
Kota Kabupaten Tojo Una-una. 
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Judul Tesis  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat  
Peminangan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampana     
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Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
       Ampana, 03 Nopember 2010 
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Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh penulis tesis yaitu : 
Nama   : Endang Jaelani 
NIM   : 80100208133 
Judul Tesis  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat  
Peminangan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampana     
Kota Kabupaten Tojo Una-una. 
 
Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
       Ampana, 04 Nopember 2010 
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Yang Bertanda Tangan dibawah ini : 
Nama   : Mahmud Abd. Latif  
Jabatan  : Tokoh Adat Suku Gorontalo 
Tempat wawancara : Jalan Muslaeni 
Tanggal  : 15 Nopember 2010 
Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh penulis tesis yaitu : 
Nama   : Endang Jaelani 
NIM   : 80100208133 
Judul Tesis  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat  
Peminangan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampana     
Kota Kabupaten Tojo Una-una. 
 
Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
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Jabatan  : Tokoh Adat Suku Bugis 
Tempat wawancara : Jalan Tanjung Api 
Tanggal  : 08 Nopember 2010 
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       Ampana, 09 Nopember 2010 
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Jabatan  : Tokoh Adat Suku Bugis 
Tempat wawancara : Sumoli 
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Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh penulis tesis yaitu : 
Nama   : Endang Jaelani 
NIM   : 80100208133 
Judul Tesis  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat  
Peminangan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampana     
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       Wassalam 
    
       H. Jufri Dahlan  
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